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Mengingat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015- 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah
secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana
tata ruang wilayah;

o

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,
dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2015 - 2035;

1. Pasal (18) ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang




10.

11

12.

13.

14.

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412};

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
134 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441 1};

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
& Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 5073);

28.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
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35.
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37.

38.

39.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan & Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20060 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

N

40.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

S50.

ol

Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833};

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48359);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5112);

.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi

)




52.

53.

Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 160);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

o04.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

55.

56.

S57.

58

59.

00.

o1.

02.

63.

04.

05.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5217);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5393);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Menter1 Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990
tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada
Wilayah Sungai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990
tentang Tata Cara dan Persyaratan [jin Penggunaan Air dan
atau Sumber Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993
tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai,
daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M /2007
tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan,
Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana
Tata Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M /2007
tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan
Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M /2007
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67.

68.

69.

70.

71

72.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
Longsor;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007
tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penataan RTH;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata
Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Raperda tentang RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota beserta
Rinciannya;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten;

.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009

tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Dalam Penataan Ruang Wilayah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-11/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka
Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 511/Menhut-V/2011
tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pelabuhan Perikanan;

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-
I1/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904
ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213
Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan
hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi: Sumatera Barat;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-11/2014
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

SuratKeputusanMenteriKehutananNomorSK/35/Menhut-
[1/2013 tentangPennunjukkan Kawasan Hutan Provinsi
Sumatera Barat;

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam Nomor 14/KPTS/DJ-V/2001 tentang

Penunjukan Zonasi pada TN Siberut;




82.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025:

83.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2012 - 2032;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menetapkan

dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015-2035.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut
dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
kehidupannya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.




I1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan
ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upava pencapaian tujuan
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang
yvang telah ditetapkan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah vang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya
buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah vang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagali tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial,
budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Pusat Kegiatan Wilayah vang seclanjutnya disebut PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp
adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian
hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
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Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi vang selanjutnya disebut PKLp
adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di
kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL
adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah
rencana jaringan prasarana wilayah yvang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani
kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala
kabupaten.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana
susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam
wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini
maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan
cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi
peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai
dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang
memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Trans Mentawai adalah jalan penghubung utama antara utaradan
selatan di Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pulau Pagai
Selatan yang merupakan bagian dari Sistem Jaringan
Transportasi Darat di Kabupaten Kepulauan Mentawal.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat
pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun
penumpang,bongkarmuat barang,dantempat perpindahan intra
dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok
dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, nak turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
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keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam
ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan
Jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan
dan teknologl, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perikanan adalah semua kegiatanyangberhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha huluy,
usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang
pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang
sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat
sebesar-hesarnya bagi kesejahteraan masyarakat.,

Peternakan adalah segala urusan vang berkaitan dengan sumber
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin
peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, dan pengusahaannya.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan
Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral
atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah
wilayah yang memiliki potenst mineral dan/atau batubara dan
tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang
merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang
dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangl kemampuan mencegah, meredam,
mencapal kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah
suatu wilayah daratan yang satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya vang berfungsi menampung, menyimpan,
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dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau
ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktifitas daratan.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat
TPA Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran
ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah
tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk
kepentingan masyarakat desa meliputi temburu karang, padang
lamun, mangrove, esturi, dan delta.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten
melalui penyusunan dan pelaksanaan program
penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya,
dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah
petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran,
waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam
rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan
rencana tata ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah
ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan
kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang
yvang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang
sesual dengan RTRW kabupaten.

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang
harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang,
yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan
keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah disusun dan ditetapkan.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi
siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

[zin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada badan usaha atau perorangan vang akan
melakukansuatu usaha atau melakukan investasi di suatu
daerah.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman
modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan
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untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha
penanaman modalnya.

[zin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin yang
dipersyaratkan dalam kegilatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

[zin mendirikan bangunan adalah izin untuk mendirikan,
memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan
termasuk ijin bagi bangunan yang sudah berdiri yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk
dibatasi.

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang
timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah
masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan
ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya
disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan
Mentawai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
LINGKUP WILAYAH DAN MUATAN RTRW DAERAH
Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Daerah
Pasal 2
Lingkup  wilayah  daerah  terdiri  atas 10 (sepuluh)

kecamatandengan luas wilayah kurang lebih 601.135 (enam
ratus satu ribu seratus tiga puluh lima) hektar.

Batas wilayahdaerah meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
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d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(3) Batas fisik wilayah ditandai dengan pulau terluar yaitu :
a. Pulau Sibarubaru di pantai barat pulau Pagai Selatan;
b. Pulau Sinyiau-nyiaudi pantai barat Siberut.

(4) Lingkupwilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kecamatan Pagai Selatan;

b. Kecamatan Sikakap;

c. Kecamatan Pagai Utara;

d. Kecamatan Sipora Selatan;

e. Kecamatan Sipora Utara;

f.  Kecamatan Siberut Selatan;

g. Kecamatan Siberut Barat Daya,;
h. Kecamatan Siberut Tengah;

—

Kecamatan Siberut Utara; dan

Kecamatan Siberut Barat.

—.

Bagian Kedua
Muatan RTRW Daerah
Pasal 3

Muatan RTRW daerah meliputi:

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;

b. rencana struktur ruang wilayah;

c. rencana pola ruang wilayah;

d. penetapan kawasan strategis;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;

f.  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
g. kelembagaan; dan

h. hak, kewajiban, dan

—

peran masyarakat.

BAB I1I
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4
Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam
berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta
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ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi
dan berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah, meliputi:

a.

penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan
sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah;

peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang
pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana
di wilayah daerah;

peningkatan Pelayanan Prasarana Energi Listrik, Telekomunikasi,
Sumberdaya Air dan Prasarana Lingkungan, untuk seluruh
kecamatan di daerah dan lokasi permukiman baru,

percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca bencana;

pemantapan fungsi kawasan lindung yang terletak dalam daerah,
terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan
kawasan pesisir (sempadan pantai, kawasan hutan bakau, dacrah
perlindungan laut);

pengelolaan kawasan rawan bencana alam,

pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka
alam, taman wisata alam laut] sebagai kawasan yang ikut
mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara; dan

pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di
wilayah daerah.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 6

(1) Strategi untuk penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung

pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan Muara Siberut sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW);

b. mengembangkan Tuapejat Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang

pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana
di daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:




a.

membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten
untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur
evakuasi bagi daerah rawan bencana;

mengembangkan prasarana dan sarana transportasi laut di
Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai
Selatan; dan

membangun prasarana dan sarana transportasi udara di Pulau
Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan.

(3) Strategi untuk peningkatan pelayanan prasarana energi listrik,
telekomunikasi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan, untuk
seluruh kecamatan di wilayah daerah dan lokasi permukiman
baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ meliputi:

a.

b.

€.

membangun jaringan energl listrik  dan meningkatkan
pelayanan di seluruh daerah;

mengembangkan jaringan telepon seluler dengan membangun
BTS di  beberapa titik untuk peningkatan jaringan
telekomunikasi seluler;

menetapkan sumber air baku sebagail kawasan lindung;

membangun sistem jaringan air bersih dan pengadaan
penampungan air bersih; dan

membanguntempat pemrosesan akhir (TPA).

(4) Strategi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.

mengembangkan  sektor pertanian dengan  mendorong
komodititanaman pangan, tanaman hortikultura dan
perkebunan;

memanfaatkan potensi sektor perikanan di kawasan laut dan
pesisir;

memanfaatkan potensi bahari, budaya dan alam, sebagai obyek
dan daya tarik wisata; dan

I[memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengoptimalkan
pengelolaan hasil produksi sesuail dengan potensi lahan.

(5) Strategi untuk pemantapan fungsi kawasan lindung, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a.

b.

menetapkan batas kawasan lindung; dan

meningkatkanperan masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan
lindung sesuai dengan kearifan lokal.

(6) Strategi untuk pengelolaan kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf { meliputi:

a.

mengendalikan perkembangan kegiatan kawasan rawan
bencana;

menetapkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi;

mengembangkan hutan bakau sepanjang pantai di kawasan
rawan bencana tsunami; dan

mengembangkan sistem peringatan dini.

16




(7) Strategi pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional,

(1)

—

suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut
mendukung kegiatan sosial ckonomi masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :

a. melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan
taman nasional, suaka alam,konservasi perairan dan taman
wisata alam laut; dan

b. mengembangkan pengelolaan potensi kawasan pelestarian alam
sebagal salah satu obyek wisata alam dan wisata pendidikan
ilmiah.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf h meliputi:

a. mendukung penetapan pusat kegiatan strategis nasional dengan
fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar
KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya
tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
Negara sebagai zona penyangga; dan

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan
keamanan.

Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil
dan terluar di wilayah daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf i meliputi:

a. mengembangkan wisata bahari;
b. membangun sarana dan prasarana wisata;
c. mengembangkan pengelolaan bersama dengan investor; dan

d. mengalokasikan lahan kepentingan pertahanan dan keamanan
pada sisi luar dari pulau-pulau kecil.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

C. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah dacrah digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum
dalamLampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. PKW;
b. PKL;
c. PKLp;
d. PPK; dan
e. PPL.
(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Muara
Siberut;

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tuapejat;
) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, yaitu Sikakap;

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Kawasan Perkotaan Pei Pei di Kecamatan Siberut Barat Daya.;
b. Kawasan Perkotaan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan; dan
c. Kawasan Perkotaan KM 37 di Kecamatan Pagai Selatan.

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Desa Saibi Samukop di Kecamatan Siberut Tengah;

b. Desa Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara;

c. Desa Simalegi Betaet di Kecamatan Siberut Barat;

d. Desa Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara; dan

e. Desa Silabu di Kecamatan Pagai Utara.

(7) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalamRencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9
Sistem jaringan prasarana utama di wilayah daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
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a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. terdiri atas jaringan

jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu
lintas; dan

b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,
terdiri atas:

a. Jaringan jalan kolektor primer. vaitu rencana pembangunan

b.

C.

Trans Mentawai diusulkan menjadi jalan status jalan nasional
terdiri atas:

1) jaringan jalan yang berada di pulau Sipora yang
menghubungkan ruas jalan Tuapejat - Transmigrasi - Rokot
- Sioban - Sagitci - Katiet ditambah dengan jalan Simpang
SP Il - Kantor Camat Sipora Utara,;

2) jaringan jalan yang berada di pulau Siberut yang
menghubungkan ruas jalan Labuan Bajau-Policoman-
Sigapokna-Terekan Hulu-Sirilanggai-Sotboyak -Cimpungan -
Saibi Samukop - Saliguma - Maileppet - Muara Siberut -
Puro - Rogdok - Mabukkuk, Muara Saibi - Kaleak - Sibudda
Oinan - Simanipa - Toroiji - Batpaggeu - Saliguma;

3) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Utara yang
menghubungkan ruas jalan Mapinang - Saumanganya -
Matobe - Sikakap -Dermaga;dan

4) jaringan jalan yang berada di Pulau Pagai Selatan yang
menghubungkan ruas jalan Polaga Km 0-Km 19- Km 37- Km
40- Km 42- Km 53- Boriai (Logpond) ditambah dengan jalan
Km 53 - Lakkau-Surat Aban.

Jaringan jalan lokal primer, terdiri atas :

1) ruas jalan di Pulau Siberut, meliputi Muara Sikabaluan-
Pokai -Sirilanggai, Barambang - Tamairang, Muara
Sikabaluan - Mongan Poula - Sotboyak, Cimpungan Desa -
Subelen- Poros Trans Mentawai, Subelen-Muara Saibi,
Muara Saibi- Simoilaklak -Sirisurak -Poros Trans Mentawai,
Simpang Muntei - Puro - Muara Siberut, Pasakiat Taileleu -
Peipei - Mabukkuk, Puro - Malilimok;

2) ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Sagitci - Bosua, Sagitci -
Beriulou, Bosua - Beriulou - Masokut - Betumonga dan
Bosua - Katiet;

3) ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi dermaga Sikakap -
Taikako-Km 8-Km17- Maguiruk- Saumanganya, Sibaybay -
Mabolak;dan

4) ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi Mapinang -
Bagatsagai- Boriai(trans mentawai) dan Limu -Mapinang -
Maonai - Lakkau - Limosua dan Surat Aban.

Jaringan jalan lokal sekunder, terdiri atas:

1) ruas jalan lokal sekunder di Pulau Siberut, meliputi
Cimpungan - Sirilogui, Sigapokna -Tiniti - Simaleg,
Monganpoula - Sirilogui, Sotboyak - Bojakan, Dermaga
Subelen-Trans Mentawai, Simaobuk - Subelen- Batujja -
Batliggitte - Saibi Samukop, Simabaik - Sibokbongi,Simalegi -
Simatalu - Sagulubbek dan Rogdok - Madobag - Matotonan,
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2)

ruas jalan di Pulau Sipora, meliputi Pusat Kota KM4 -
Mapadegat, RSUD - Kantor Camat, Mapadegat - Dermaga,
Betumonga-SP I, Mapaddegat - Home Stay, Betumonga -
Pukarayat -Berimanua - Kantor Camat, Lingkar Kota -
Pesantren, Simpang Pesantren - Pesantren, Simpang Kantor
Bupati - Kantor Bupati dan Sioban - Mara, Km5 - Home
stay, Betumonga-Silaoinan; Km12-Simaombuk;

ruas jalan di Pulau Pagai Utara, meliputi: Km 14
Betumonga, Km 17 - Silabu, Km21 - Tumalei, Silabu -
Betumonga, Lingkar Taikako dan Transmigrasi - Silaoinan;
dan

ruas jalan di Pulau Pagai Selatan, meliputi KM 27-Sabiret-
Muntei-Malakopa, Sabiret - Km 35, KM 32 - Mapoupou -
Bere - Makalo, KM 32 -Talopulei, KM37 - Parak Batu, KM40
-Aban Baga - Bubuget, KM42 - Bulasat - Tapak, Bulasat -
Lakkau.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, yaitu terminal penumpang tipe C terdapat di Tuapejat,
Muara Siberut, Pokai, Sikakap, Sioban, Sagitci, Polaga, Km 37
(Bulasat), Sinaka, Pasapuat, Silabu, Katurei dan Saibi.

(4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

lintas penyeberangan, terdiri atas :

1)

1)

lintas penyeberangan regional, meliputi :
- Sikabaluan/Pokai - Bungus,

- Siberut/Maileppet -Bungus,

- Tuapejat - Bungus,

- Sikakap - Bungus, dan

- Labuan Bajau - Bungus:

lintas penyeberangan lokal, meliputi Sakaladat -Labuan
Bajau - Pokai - Subelen - Maileppet - Mabukkuk - Malilimok
- Tuapejat - Sioban - Sagitci - Pasapuat - Sikakap - Polaga -
Malakopa - Bake - Lakkau - Sinakak- Boriai - Parak Batu.

. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:

pelabuhan penyeberangan regional, meliputi :
- Pelabuhan Sikakap di Kecamatan Sikakap,
- Pelabuhan Bajau di Kecamatan Siberut Barat,

- Pelabuhan Sikabaluan/Pokai di Kecamatan Siberut
Utara,

- PelabuhanSiberut/Maileppet di  Kecamatan Siberut
Selatan,

- Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara
pelabuhan penyeberangan lokal, meliputi :
- Pelabuhan Sakaladat di Kecamatan Siberut Barat,

- Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya,

20




Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah,
Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya,
Pelabuhan Sagitci di Kecamatan Sipora Selatan,
Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara,
Pelabuhan Polaga di Kecamatan Sikakap,

Pelabuhan Malakopa di Kecamatan Pagai Selatan,
Pelabuhan Bake di Kecamatan Pagai Selatan,

Pelabuhan Lakkau di Kecamatan Pagai Selatan,
Pelabuhan Boriai Kecamatan Pagai Selatan,

Pelabuhan Sinakak di Kecamatan Pagai Selatan,

Pelabuhan Parak Batu di Kecamatan Pagai Selatan.

Paragraf 2
Sistemn Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, meliputi:

a.

tatanan kepelabuhanan; dan

b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

pelabuhan pengumpul, terdiri atas pelabuhan Sikakap di
Kecamatan Sikakap;

pelabuhan pengumpan, terdiri atas:

1) pelabuhan Pengumpan regional, meliputi :

Pelabuhan Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara,
Pelabuhan Sioban di Kecamatan Sipora Selatan,
Pelabuhan Pokai Kecamatan Siberut Utara,

Pelabuhan Maileppet/Siberut di Kecamatan Siberut
Selatan, dan

Pelabuhan Mabukkuk Kecamatan Siberut Barat Daya.

2) pelabuhan Pengumpan lokal, meliputi :

Pelabuhan Labuan Bajau di Kecamatan Siberut Barat,
Pelabuhan Malilimok di Kecamatan Siberut Barat Daya,

Pelabuhan Pelabuhan Sagitci di Kecamatan Sipora
Selatan,

Pelabuhan Pasapuat di Kecamatan Pagai Utara,

Pelabuhan Sinakak (Boriai)j di Kecamatan Pagal
Selatan,

Pelabuhan Bagatsagai di Kecamatan Pagai Selatan,
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C.

- Pelabuhan Makalodi Kecamatan Pagai Selatan, dan
- Pelabuhan Subelen di Kecamatan Siberut Tengah.
terminal khusus, terdiri atas:

1) Terminal Khusus Hankam Posal di Sear Kecamatan
Sikakap;

2) Terminal Khusus Hankam Lanal di Sagitci Kecamatan
Sipora Selatan; dan

3) Terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kecamatan
Sipora Selatan dan Simaombuk di Kecamatan Sipora
Utara.

4) Pelabuhan Marina Leleulagok di Kecamatan Siberut Barat
Daya

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a.
b.

C.

Maileppet - Pokai - Padang
Tuapejat - Padang
Labuhan Bajau - Padang
Sinakak - Padang

Sikakap - Padang

Paragraf 3
Sistemn Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf ¢, terdiri atas:

a.
b.

tatanan kebandarudaraan; dan

ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di wilayah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

c.
d.

Bandar udara pengumpan Rokot di Kecamatan Sipora Selatan;

Bandar udara pengumpan Pei-Peil di Kecamatan Siberut Barat
Daya; dan

Bandar udara pengumpan Minas di Kecamatan Pagai Selatan.

Bandar udara perairan (sea port) di Teluk Katurei,
Simakakang, Pulau Siruamata, Silabu.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
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Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:

a.
b.

o o

sistem jaringan prasarana energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana energl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13huruf a, meliputi:

a.
b.
C.
d.

pembangkit tenaga listrik;
transmisi tenaga listrik.;
jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

jaringan SPBU dan SPBE

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a.

pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di setiap
[bukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Kegiatan;

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dapat dikembangkan di
seluruh Pulau;

penggunaan energi alternatif baru dan terbarukan dapat
dikembangkan sesuai potensi yang terdapat di daerah; dan

pengembangan Energi Biomassa berbahan baku bambu dapat
dikembangkan disetiap desa dengan mencadangkan lahan
hutan bambu 300 hektar setiap pulau.

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

b.

gardu Induk untuk PLTD terdapat di setiap Ibukota Kecamatan
dan pusat pusat pelayanan Lingkungan;

gardu Induk untuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro), terdapat di Matobe, Belerakso dan Pasapuat;

gardu Induk untuk PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
dapat dikembangkan diseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai
Utara dan Siberut; dan

gardu Induk untuk PLTBM (Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa) dapat dikembangkan diseluruh Sipora, Pagai
Selatan, Pagai Utara dan Siberut.

(4) Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, terdiri atas :
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a. membangun jaringan pipa bahan bakar minyak (BBM)
diseluruh Sipora, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Siberut.

b. membangun jaringan pipa gas elpijidiseluruh Sipora, Pagai
Selatan, Pagai Utara dan Siberut.

(5) Jaringan SPBU dan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
d, terdiri atas :

a. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum yang
meliputl :

1) Kecamatan Pagai Selatan,
)

o) Kecamatan Pagal Sikakap;
3) Kecamatan Pagai Utara;

4) Kecamatan Sipora Selatan;
5) Kecamatan Sipora Utara;

)

)
) Kecamatan Siberut Barat Daya,
)

~J

Kecamatan Siberut Tengah;

8) Kecamatan Siberut Selatan;

9) Kecamatan Siberut Utara; dan
10) Kecamatan Siberut Barat;

b. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji yang
meliputi :

) Kecamatan Pagai Selatan;
2) Kecamatan Pagai Sikakap;
) Kecamatan Pagai Utara;
4) Kecamatan Sipora Selatan;
5) Kecamatan Sipora Utara;
6) Kecamatan Siberut Barat Dava;
) Kecamatan Siberut Tengah;
8) Kecamatan Siberut Selatan;
) Kecamatan Siberut Utara; dan

10) Kecamatan Siberut Barat.

Paragraf2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b, yaitu:
a. sistem jaringan kabel:
b. sistem jaringan nirkabel; dan

c. sistem jaringan satelit.
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(2)

Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri atas pengembangan PKW di Muara Siberut, PKL di
Tuapejat dan di PKLp di Sikakap.

Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, BTS (base transmission station) di kota-kota PKW, PKL,
PKLp, dan PPK.

Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, yaitu pengadaan telepon satelit disetiap PPL.

Paragraf3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16
Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
a. Daerah Aliran Sungai (DAS) kabupaten;
b. daerah irigasi; dan
c. jaringan air baku untuk air bersih.

Daerah aliran sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas 4 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS
yaitu:

a. Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Siberut meliputi :
1) DAS Buga dengan luasan kurang lebih 7.068,3 hektar;

2) DAS Cimpungan dengan luasan kurang lebih 18.151
hektar;

3) DAS Gurukna dengan luasan kurang lebih 3.189,8 hektar:
4) DAS Kalea dengan luasan kurang lebih 15.993,7 hektar;

5) DAS Katurei dengan luasan kurang lebih 11.603,6 hektar;
6) DAS Labuan Bajau dengan luasan kurang lebih 3.534.7

hektar;
7) DAS Laplap dengan luasan kurang lebih 1.469 hektar;
8) DAS Mabosua dengan luasan kurang lebih 3.383,3 hektar;
9) DAS Maileppet dengan luasan kurang lebih 1.197,1 hektar;
10) DAS Makatowal dengan luasan kurang lebih 840,9 hektar,

11) DAS Makerumonga dengan luasan kurang lebih 9709
hektar;

12) DAS Mangeungeu dengan luasan kurang lebih 6.155
hektar;

13) DAS Malancan dengan luasan kurang lebih 767,5 hektar;

14) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebih 3.286,3
hektar;

15) DAS Mongan Poula dengan luasan kurang lebih 664,6
hektar;

16) DAS Murak dengan luasan kurang lebih 7.396,2 hektar;
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17) DAS Noinan dengan luasan kurang lebih 24.987 9 hektar;
18) DAS Pelunan dengan luasan kurang lebih 2.265,9 hektar,;
19) DAS Pualu Kecil dengan luasan kurang lebih 229,1 hektar;
20) DAS Pualu dengan luasan kurang lebih 1.896 hektar;

)

21) DAS Pualu Masokut dengan luasan kurang lebih 1661,4
hektar;

22) DAS Puran dengan luasan kurang lebih 1.274 hektar;
23) DAS Putapiri dengan luasan kurang lebih 531,5 hektar;

24) DAS Sagulubbek dengan luasan kurang lebhh 14.331,6
hektar;

25) DAS Saibi dengan luasan kurang lebih 21.805 hektar;

26) DAS Sarabua dengan luasan kurang lebih 5.673,3 hektar;
27) DAS Siberut dengan luasan kurang lebih 28.317,8 hektar;
28) DAS Kalea dengan luasan kurang lebih 803 hektar;

29) DAS Mariat dengan luasan kurang lebih 1.502,9 hektar

30) DAS Labuhan Korong dengan luasan kurang lebih 1727,1
hektar;

31) DAS Totoet dengan luasan kurang lebih 874,4 hektar;
32) DAS Silagi-lagi dengan luasan kurang lebih 698,1 hektar;
33) DAS Sibubulu dengan luasan kurang lebih 1.163,7 hektar;
34) DAS Lambejau dengan luasan kurang lebih 2.480,5 hektar;
35) DAS Gojib dengan luasan kurang lebih 2.190,8 hektar;
36) DAS Pogagat dengan luasan kurang lebih 1.529,3 hektar

)

37) DAS Sigapokna dengan luasan kurang lebith 1.265.5
hektar;

38) DAS Sigep dengan luasan kurang lebih 25.764,8 hektar;

39) DAS Sikabaluan dengan luasan kurang lebih 30.963,1
hektar;

40) DAS Sikamomui dengan luasan kurang lebih 4.164,9
hektar;

41) DAS Silotok dengan luasan kurang lebih 1.059,8 hektar;
42) DAS Simalegi dengan luasan kurang lebih 27.216,3 hektar;

43) DAS Simatalu dengan luasan kurang lebih 41.606,7
hektar;

44) DAS Siribabak dengan luasan kurang lebih 9.605,5 hektar;
45) DAS Sirilogui dengan luasan kurang lebih 5.389,5 hektar;

46) DAS Takungan dengan luasan kurang lebih 13.525,7
hektar;

47) DAS Tiniti dengan luasan kurang lebih 3.281,7 hektar;

48) DAS Tobekat dengan luasan kurang lebih 10.552,5 hektar
dan
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49) DAS Tomiang dengan luasan kurang lebih 1.505,2 hektar.
Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Sipora meliputi:

1) DAS Beriulou dengan luasan kurang lebih 1.448,7 hektar;

)
2} DAS Bosua dengan luasan kurang lebih 3.803,5 hektar;
3) DAS Bulak dengan luasan kurang lebih 1.222,2 hektar;
4) DAS Gegetaet dengan luasan kurang lebih 1.063,6 hektar;
5) DAS Goisooinan dengan luasan kurang lebith 2.927.3
hektar;
6) DAS Masokut dengan luasan kurang lebih 834,5 hektar;
7) DAS Pogari dengan luasan kurang lebih 1.493,6 hektar;
8) DAS Pulau dengan luasan kurang lebih 2.124,3 hektar;
9) DAS Saureinu dengan luasan kurang lebih 11.979,8

hektar;
10) DAS Sibagau dengan luasan kurang lebih 7.853,8 hektar;

11) DAS Berimanua dengan luasan kurang lebih 3.061,5
hektar;

12) DAS Betumonga  dengan luasan kurang  lebih
4.368,2hektar;

13) DAS Sagitci dengan luasan kurang lebih 3.299,9 hektar;
14) DAS Simabolat dengan luasan kurang lebih 1.310,1 hektar;

15) DAS Simanggai dengan luasan kurang lebih 1.752,7
hektar;

16) DAS Mapaddegat dengan luasan kurang lebih 3.482,1
hektar;

17) DAS Simapupu dengan luasan kurang lebih 1.879,3
hektar;

18) DAS Simatobaerak dengan luasan kurang lebih 5977
hektar;

19) DAS Sioban dengan luasan kurang lebih 1.991,9 hektar;

20) DAS Sipasosoat dengan luasan kurang lebih 1.163,1
hektar;

21) DAS Taigemgem dengan luasan kurang lebih 1.693.3
hektar;

22) DAS Taraet dengan luasan kurang lebih 1.197,7 hektar;
dan

23) DAS Tuapejat dengan luasan kurang lebih 1.369.,4 hektar.
Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Pagai Utara meliputi:

1) DAS Betumonga dengan luasan kurang lebih 2.654,6
hektar;

2) DAS Guluguluk dengan luasan kurang lebih 1.645,7
hektar;

3) DAS Mabolak dengan luasan kurang lebih 485,1 hektar;
4) DAS Matobe dengan luasan kurang lebih 4.911,5 hektar;
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5} DAS Manganjo dengan luasan kurang lebih 2.911,8 hektar;
6) DAS Pagai 2 dengan luasan kurang lebih 4.863,3 hektar;
7) DAS Pagai 3 dengan luasan kurang lebih 2.906,1 hektar;

8) DAS Silabu Utara dengan luasan kurang lebih 1.029,5
hektar;

9) DAS Gunggung dengan luasan kurang lebih 425,4 hektar;
10) DAS Pagai 6 dengan luasan kurang lebih 841,9 hektar;

11) DAS Pasapuat dengan luasan kurang lebih 1.540,5 hektar;
12) DAS Pulau dengan luasan kurang lebih 171,1 hektar;

13) DAS Sabeugunggung dengan luasan kurang lebih 6.175
hektar;

14) DAS Sikako dengan luasan kurang lebih 12.214.,8 hektar;
15) DAS Silabu dengan luasan kurang lebih 2.036 hektar;
16) DAS Simabae dengan luasan kurang lebih 806,1 hektar;

)

17) DAS Simaguiru dengan luasan kurang lebih 1.773,8
hektar;

18) DAS Saumanganya dengan luasan kurang lebih 2.883,1
hektar;

19) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebih 1.607,6 hektar;

20) DAS simatutu dengan luasan kurang lebih 3.950,7 hektar;
dan

21) DAS Tumalei dengan luasan kurang lebih 4.690,9 hektar.

Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Pagai Selatan
meliputi:

1) DAS Asahan dengan luasan kurang lebih 614,7 hektar;

2) DAS Bakatmonga dengan luasan kurang lebih 1.838.7
hektar;

3) DAS Bake dengan luasan kurang lebih 3.084,8 hektar;
4) DAS Belerakso dengan luasan kurang lebih 8.665,7 hektar;
5) DAS Bosualumut dengan luasan kurang lebih 1.066,9

hektar;
6) DAS Batsagai dengan luasan kurang lebih 3.101,5 hektar;
7) DAS Bere dengan luasan kurang lebih 2.520,7 hektar;
8) DAS Bubuget dengan luasan kurang lebih 7.331,7 hektar;
9) DAS Bukumonga dengan luasan kurang lebih 1.119,7

hektar;
10) DAS Bulasat dengan luasan kurang lebih 699,4 hektar;
11) DAS Lakkau dengan luasan kurang lebih 3.339,7 hektar;
12) DAS Makalo dengan luasan kurang lebih 2.950,9 hektar;
13) DAS Malakopa dengan luasan kurang lebih 3.086,1 hektar;
14) DAS Mapoupou dengan luasan kurang lebih 5.618,5
hektar;
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15) DAS Mapinang dengan luasan kurang lebith 3.273 hektar;
16) DAS Muntei dengan luasan kurang lebih 815,8 hektar;
17) DAS Sabiret dengan luasan kurang lebih 514,35 hektar;

18) DAS Eruparaboat dengan luasan kurang lebih 659,9
hektar;

19) DAS Tubeket dengan luasan kurang lebih 485,5 hektar;

20) DAS Aban Baga dengan luasan kurang lebih 977,5 hektar;

21) DAS Mabolak dengan luasan kurang lebih 1.210,8 hektar;
)

22) DAS Mabolak Selatan dengan luasan kurang lebih 454.6
hektar;

23) DAS Pagai 16 dengan luasan kurang lebih 592 8 hektar;

24) DAS Surat Aban dengan luasan kurang lebih 305,4 hektar;
25) DAS Pagai 18 dengan luasan kurang lebih 221,5 hektar;
)

26) DAS Surat Aban Ulu dengan luasan kurang lebih 401,06
hektar;

27) DAS Mangka Baga dengan luasan kurang lebih 194.,6
hektar;

28) DAS Sinaka dengan luasan kurang lebih 1.160,9 hektar;

29) DAS Mangka Ulu dengan luasan kurang lebih 1.501,5
hektar;

30) DAS Pagai 9 dengan luasan kurang lebih 435,4 hektar;

31) DAS Pinempet dengan luasan kurang lebih 1.752,4 hektar;
32) DAS Tainopo dengan luasan kurang lebih 5.419,1 hektar;
33) DAS Saumang dengan luasan kurang lebih 2.164 hektar;
34) DAS Seai dengan luasan kurang lebih 1.032,3 hektar;

35) DAS Simalinio dengan luasan kurang lebih 1.081,2 hektar;
36) DAS Simasigoi dengan luasan kurang lebih 617.8 hektar;

37) DAS Simatobat dengan luasan kurang lebih 18.753,8
hektar; dan

38) DAS Talopulai dengan luasan kurang lebih 6.256,7 hektar;

(3) Daerah irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:

a.

o

a o

5@ om0

D.I Taikako,

D.I Malakopa,

D.I Pogari Takmunga,
D.I Saureinu,

D.I Mabolak,

D.1 Saumanganyak,
D.I Bai-bai,

D.I Mongan Poula,

29




—

N

©

BN

S.

D.I Saibi Samukop,
D.I Sothoyak,

D.I Muntei,

D.I Peipet,

D.I Mara,

D.] Betumonga,
D.1 SP2,

D.I Tiniti,

D.I Sigapokna,

D.I Sirilinggai, dan
D.I Cimpungan

Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.

memanfaatkan mata air yang berada di Sikakap, Muara
Siberut, Tuapejat, Bulasat/Km 37, Sioban, Sirilanggai, Sagitci,
Simalegi Betaet; dan

memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terhubung
atau melalul pusat-pusat lingkungan permukiman.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

e.

sistem penyediaan air minum,
sistem jaringan persampahan;
sistem jaringan air;

sistem jaringan drainase limbah; dan

jalur evakuasi bencana.

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a.

jaringan Perpipaan di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut,
Sioban, Muara  Sikabaluan, Saibi, Simalegi  Betaet,
Saumanganya, Peipei, Malakopa dan kawasan huntap; dan

sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan di Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) dan pusat-pusat lingkungan
permukiman (dusun) serta kawasan wisata.

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

a.

pengembangan sistem persampahan meliputi pewadahan,
pengumpulan, pengangkutan dan perjalanan serta pengelolaan
akhir di TPA;
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(4)

pengembangan lokasi TPS diarahkan di setiap lingkungan
permukiman; dan

pengembangan Lokasi TPA menggunakan sistem Sanitary
LandFill dan 3 R (reuse, reduce, dan recycle)dengan luasan 2 Ha
di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan,
Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Kecamatan Pagal Utara,
Kecamatan Sikakap, Kecamatan giberut Barat Daya,
Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Selatan,
Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat, dan 4 Ha

untuk ibukota kabupaten.

gistemn jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas:

a.

b.

pengembangan sistem terpusat (off site) untuk kawasan
perkotaan; dan

pengembangan sistem setempat (on site) untuk kawasan
perdesaan.

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas:

a.

b.

memanfaatkan sungai sebagal drainase primer;

mengembangkan sistem drainase sekunder dan tersier pada
kawasan pusat-pusat lingkungan; dan

mengembangkan drainase tersier pada kawasan permukiman
non perkotaan.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, merupakan jalan pada kawasan permukiman rawan
bencana tsunami ke ruang evakuasi di wilayah perbukitan sekitar
kawasan, terdiri atas:

a.

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah
Kecamatan Pagai Selatan;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah
Kecamatan Sikakap;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah
Kecamatan Pagai Utara;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah
Kecamatan Sipora Selatan;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Sipora
Jaya dan kawasan perbukitan Tuapejat di wilayah Kecamatan
Sipora Utara;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Bukit
Pegu di wilayah Kecamatan Siberut Selatan;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan di wilayah
Kecamatan Siberut Barat Daya;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Saliguma,
kawasan perbukitan Saibi Samukop, kawasan perbukitan
Cimpungan di wilayah Kecamatan Siberut Tengah;

jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Sirilogui,
kawasan perbukitan Tamairang, di wilayah Kecamatan Siberut
Utara; dan
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J.jalanmenuju ruang evakuasi di kawasan perbukitan Simatalu,
kawasan perbukitan Simalegi, kawasan perbukitan di Tiniti di
wilayah Kecamatan Siberut Barat.

BAB YV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 19
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
a terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;

o 0

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

kawasan rawan bencana alam;

.0

kawasan lindung geologi;

kawasan konservasi perairan; dan

=0

kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 20

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a, terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung darat; dan

b. kawasan hutan lindung mangrove.
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(2)

Kawasan hutan lindung darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a luasnya adalah3.764,66 Ha terdapat di Kecamatan Sipora
Selatan 661,62 Ha, Kecamatan Pagai Utara 1.807,60 Ha,
Kecamatan Pagai Selatan 1.295,44 Ha

Kawasan hutan lindung mangrove sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas
kurang lebih1.501,37 hektar, Kecamatan Siberut Tengah seluas
kurang lebih 1.942,70 hektar dan Kecamatan Siberut Utara seluas
kurang lebih306,70 hektar, Kecamatan Siberut Selatan 155,30 Ha
sehingga total luas 3.906,07 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b,
adalah kawasan resapan air.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdapat di :

a. Kecamatan Siberut Barat,

b. Kecamatan Siberut Tengah,

c. Kecamatan Siberut Utara,

d. Kecamatan Siberut Selatan,

e. Kecamatan Siberut Barat Daya,
f.  Kecamatan Sipora Utara,

g. Kecamatan Sipora Selatan,

h. Kecamatan Pagai Utara,

Kecamatan Sikakap, dan

[

Kecamatan Pagai Selatan.

s

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 22
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf ¢, terdiri atas :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai;
¢. kawasan sekitar mata air;
d. kawasan sekitar danau; dan
e. kawasan hutan mangrove.

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdapat di seluruh wilayah pesisir kabupaten, dengan
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ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal
100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di Sungai Talopulai, Sungai Makalo, Sungai
Silabu, Sungai Saumanganya, Sungai Taikako, Sungai Matobe,
Sungai Saureinu, Sungai Pogari, Sungai Berimanua, Sungai
Betumonga, Sungai Sagulubbek, Sungai Taileleu, Sungai Saibi,
dan Sungai Siberut, Sungai Sikabaluan, Sungai Simalegi, Sungai
Simatalu, Sungai Beresigep dengan ketentuan 50 m kiri-kanan
sungai apabila ada permukiman dan 100 m bila tidak ada
permukiman;

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ketentuan jarak minimal 100 meter dari titik tepian mata
air.

Kawasan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdapat di Danau Bolot dan Danau Gobjib di Kecamatan Siberut
Barat, Danau Mangeungeu di Kecamatan Siberut Barat Daya dan
Ruo Oinan Kecamatan Pagai Selatan dengan ketentuan ; sepanjang
50 meter sampai 100 meter dari titik pasang air danau dan waduk
tertinggiharus dilindungi.

Kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdapat di :

a. Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih609 hektar,

b. Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.501 hektar,
¢. Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih314 hektar,

d. Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 210 hektar,
e. Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih353 hektar,

f.  Kecamatan Siberut Barat seluas 9.531 hektar, dan

g. Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih835 hektar.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 23

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
a. kawasan suaka alam;
b. kawasan suaka alam perairan;
c. kawasan taman nasional;
d. kawasan taman wisata alam laut; dan
e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri atas: kawasan suaka alam di Kecamatan Pagai Selatan
dengan luas 2.798,99%hektardan Kecamatan Siberut Selatan
dengan luas 3.221 hektar.
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(4

Kawasan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan suaka alam perairan atau DPLterdapat di Kecamatan
Siberut Tengah dengan luas kurang lebih 54 hektar;

b. kawasan suaka alam perairan atau DPL di Kecamatan Siberut
Barat Daya dengan luas kurang lebih 55 hektar; dan

c. kawasan suaka alam perairan atau DPL terdapat di
Kecamatan Sipora Utara dengan luas kurang lebith 51 hektar.

Kawasan Taman Nasional sebagamana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar.

Kawasan wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di
Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200
hektar.

Kawasan Cagar Budaya dan [lmu Pengetahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Kawasan Komunitas
Adat/Budaya Mentawai terdapat di :

a. dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara,

b. dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut
Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa
Matotonan Kecamatan Siberut Selatan,

c. dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan
Siberut Barat Daya, dan

d. benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora
Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 24

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf e, terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor;

b. kawasan rawan gelombang pasang;
c. kawasan rawan gempa dan tsunami;
d. kawasan rawan banjir; dan

e. kawasan rawan abrasi.

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdapat di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau
Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah
daerah.

Kawasan rawan gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah
daerah.




Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d tersebar di sekitar aliran dan muara :

a. Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai
Selatan,

b. Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai
Utara,

¢. Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap,
d. Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan,

e. Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di
Kecamatan Sipora Utara,

f. Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut
Barat Daya,

g. Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah,
h. Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan,

1. Sungai Sikabaluan,Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak,
Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut
Utara, dan

j- Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Beresigep,dan Sungai

Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, terdapat di :

a. pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara),
b. Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan},

c. Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora
Utara),

d. Pantair Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai
Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan

e. Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 25
Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana
alam geologi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f, terdiri atas:
a. kawasan rawan gempa bumi; dan
b. kawasan rawan tsunami,

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah
daerah.

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah
daerah.
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Paragraf 7

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 26

(1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf g adalah Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut
adalah Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut.

(2) Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memiliki luas total 123.746,94 hektar terdiri dari:

a. Zona inti 2.474 94hektar

b. Zona perikanan berkelanjutan 93.821,30hektar
C. Zona pemanfaatan 27.265,20 hektar

d. Zona lainnya 185,50hektar

Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 27

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
h, terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang
lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas
kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai
Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di
Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;

c. kawasan peruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan industri;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
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(2)

Pasal 29

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi tetap; dan

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan, dengan luasan
246.011,41hektar.

Kawasan hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat
dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara
tebang habis.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Sipora
Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya,
Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan
Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28hektar.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan
kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi
kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan,
pertanian, permukiman, industri.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 30
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan,
b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan
komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 3.596,88 hektar
b. Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 731 hektar;

c. Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 2.842,14
hektar;

d. Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 882,74 hektar;

e. Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 2.695,14
hektar;

f. Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 3.273,90 hektar;

g. Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 1.371,51
hektar;
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h. Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 2.333,10 hektar;

1.

J

Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 3.549,00 hektar:dan
Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 3.658,62 hektar:

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi
sayuran dan buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdapat di:

a.
b.

C.

=

[N

J.

Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 539,53 hektar;
Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 109,71 hektar;
Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 426,32 hektar;
Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 132,41 hektar.

Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih 404,27
hektar;

Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 491,09 hektar;
Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 205,73 hektar;
Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 349,97 hektar;
Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 532,35 hektar;dan

Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 548,79 hektar;

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ adalah terdiri atas :

a.

Perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat dengan
komoditas unggulan khas mentawai vyaitu coklat, karet,
cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau dan komoditas lain yang
terdapat di 10 kecamatan;

Perkebunan skala besar dengan komoditas unggulan khas
mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam,
manau dan komoditas lain yang dapat dibudidayakan yang
tidak merusak alam dan lingkungan sekitar terdapat di pulau
Siberut;

Luasan Lahan Perkebunan adalah 90.818 Ha dengan
persebaran pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

1) Kecamatan Siberut Utara seluas kurang lebih 10.790,64
hektar;

2) Kecamatan Siberut Barat seluas kurang lebih 4.388,38
hektar;

3) Kecamatan Siberut Tengah seluas kurang lebih 8.526,42
hektar;

4) Kecamatan Siberut Selatan seluas kurang lebih 8.827
hektar

5) Kecamatan Siberut Barat Daya seluas kurang lebih
8.085,42 hektar;

6) Kecamatan Sipora Utara seluas kurang lebih 9.821,70
hektar;

7) Kecamatan Sipora Selatan seluas kurang lebih 11,755,80
hektar;
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8) Kecamatan Pagai Utara seluas kurang lebih 6.999,30
hektar:

9) Kecamatan Sikakap seluas kurang lebih 10.647,00
hektar;dan

10) Kecamatan Pagai Selatan seluas kurang lebih 10.975,86
hektar.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh wilayah daerah dengan
memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 31

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf c, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
¢. kawasan minapolitan; dan

d. kawasan pengolahan hasil perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, yaitu seluruh perairan wilayah daerahdengan
pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat,
Pagai Utara dan Sikakap.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b terdiri atas:

f. Budidaya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan,
Sirilogui, SaibiSamukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau
Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat,
Tuapejat(Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai
Utara),Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka(Pulau Pagai Selatan).

g. Budidaya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu,
Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan,
Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara),
Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag,
Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan(
Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai
Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa
Bulasat (Pagai Selatan).

Kawasan Minapolitan sebagaimana ayat (1) huruf ¢ adalah Sikakap
dan Muara Siberut (Siberut Selatan)

Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf d memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian
wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah
Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di
Kecamatan Siberut Utara, Sikakap.

Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri atas rencana
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pengembangan Pusat Pendaratan lkan (PPI) di Tuapejat dan
Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan lkan (TPI) di
Tuapejat, Sikakap,Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan
rencana pengembangan Balai Benih lkan (BBI) di Sikakap.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf d, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a, dapat dikembangkan disemua kecamatan dengan
memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)

Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b, yaitu kawasan industri kerajinan
rumah tangga (home industry)dapat dikembangkan di semua
Kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan
Hidup strategis (KLHS].

Kawasan peruntukan pengembangan industri kecil diseluruh
kecamatan dengan konsep "One Village One Product'.

Paragraf 5
Kawasan Wilayah Pertambangan
Pasal 33

Kawasan peruntukkan Pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf e, diperuntukkan untuk Wilayah
Pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau
Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan
tambang jenis bebatuan (galian C).

Jenis batuan sebagai bahan galian tambang (GalianC) meliputi
Malancan berupa batu pasir malihan, Saliguma berupa gabro,
Berimanua berupa gabro, Nemnem berupa basalt, Manganjo
berupa gabro, batupasir malihan, dan basalt, Mabolak berupa
batupasir malihan, piroksenit-gabro, dan basalt, Taikako berupa
gneis, batupasir malihan dan basalt, serta Talopulai berupa basalt.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 28 huruf { terdiri atas :
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(4)

kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah

T 9

kawasan peruntukan pariwisata alam
c. kawasan peruntukan pariwisata bahari
d. kawasan ekonomi khusus pariwisata

e. kawasan konservasi budaya

Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Pulau Siberut yang
meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan),
Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara),
Sagulubbek (Siberut Barat Daya), Benteng Peninggalan Jepang di
Sioban (Sipora Selatan);

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b, terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan
Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut
Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag
(Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Dayaj;

Kawasan peruntukan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf c, terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap,
Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobidan
Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat,
Taraet dan Matutuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu
(Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut
Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya;

Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata sebagal mana
ayat (1) huruf d terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi
dan Bosua 100 ha, teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman
Buggei Siata 50 Ha; dan

Kawasan peruntukan konservasi budaya sebagaimana ayat (1)
huruf e terdapat di desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan
Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan
Siberut Barat.

Paragral 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 35
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf g terdiri atas :
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat
(PKL), Sikakap (PKLp),Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat
Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban.

Kawasan peruntukan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b, yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar
kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban
tsunami yang terdapat di:
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a. Pulau Pagai Utara, meliputi : Mapinang, Pasapuat, Mabulai
Bugei, Maguiruk, Silabu Selatan, Silabu Utara, Silabu Barat,
Gogoa, Muntei, Sabeugunggung, Baru-baru, Bulak Mongga,
Ruamonga, dan Tumaler;

b. Pulau Pagai Selatan, meliputi : Beleraksok, Muntei Besar,
Muntei Kecil, Asahan, Purorogat, Sabiret, Eruparaboat,
Maurrau, Lagiggi, Tapak Jaya, Bake, Bulasat, Mapinang,
Kinumbuk, Limu, Maonai, Lakkau, Limosua, dan Surat Aban;
dan

c. Kecamatan Sipora Selatan, meliputi : Beriulou, Masokut, dan
Bosua.

Paragral 8
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 36
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf h yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud ayat (1), terdiri atas :

a. kodim Mentawai di Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara;

b. koramil-koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di
wilayah Kabupaten;

c. Pos TNI AL di Seai Kecamatan Sikakap; dan
d. PangkalanTNI AL di Sagitci Kecamatan Sipora Selatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 37

Kawasan strategis yang ada di wilayah daerah, terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional; dan

b. Kawasan Strategis Kabupaten.
Pasal 38

(1) Kawasan strategis yang ada di wilayah daerah, terdiri atas :
a. Kawasan strategis Nasional
b. Kawasan strategis Daerah

(2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37huruf ayaitu kawasan pulau terluar vang merupakan kawasan
strategis untuk kepentingan pemeliharaan  keamanan dan
pertahanan Negara terdapat di Pulau Sibarubaru dan Pulau Sinyiau-
nyiau.

Pasal 39
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Rencana kawasan strategis daerah digambarkan dalam peta
dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
1lI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar1 Peraturan
Daerah ini.

Kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf b, terdiri atas:

a. kawasan yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan
ekonomi; dan

b. kawasan yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan sosial
budaya.

Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdir atas:

a. kawasan relokasi permukiman baru terdapat pada Desa
Malakopa dan Desa Bulasat di Kecamatan Pagai Selatan,Desa
Silabu, Desa Sumanganya dan Desa Betumonga di Kecamatan
Pagai Utara, Desa Taikako di Kecamatan Sikakap dan Desa
Nemnemleleu, Desa Bosua dan Desa Beriulou di Kecamatan
Sipora Selatan,;

b. Kawasan Wisata Alam Sigapokna, Simalegi dan Simatalu di
Kecamatan Siberut Barat, Malancan dan Bojakan di
Kecamatan Siberut Utara, Matotonan dan Madobag di
Kecamatan Siberut Selatan, Katurei, Pasakiat Taileleu dan
Sagulubbek di Kecamatan Siberut Barat Daya;

c. Kawasan Wisata Bahari Mapaddegat di Kecamatan Sipora
Utara, Silabu di Kecamatan Pagai Utara, Sikakap di
Kecamatan Sikakap, Malakopa dan Sinaka di Kecamatan Pagai
Selatan, Katiet dan Pulau Siruamata di Kecamatan Sipora
Selatan; Teluk Katurei dan Taileleu di Kecamatan Siberut Barat
Daya, Saibi Samukop dan Saliguma di Siberut Tengah dan
Sirilogui di Kecamatan Siberut Utara; dan pulau-pulau kecil
lainnya; dan

d. Kawasan Minapolitan Sikakap terdapat di Kecamatan Sikakap.

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kawasan budaya Madobag
dan Matotonan di Kecamatan Siberut Selatan, Simatalu dan
Simalegi di Kecamatan Siberut Barat, Bojakan di Kecamatan
Siberut Utara dan Sagulubbek di Kecamatan Siberut Barat Daya,;

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Rencana DetailTata Ruang yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 40

Pemanfaatan ruang wilayah daerah berpedoman pada rencana
struktur ruang dan pola ruang.
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(3)

Pemanfaatan ruang wilayah daerah dilaksanakan melalui
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta
perkiraan pendanaannya.

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuali dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) terdiri atas:

a. perwujudan struktur ruang;

b. perwujudan pola ruang; dan

c. perwujudan kawasan strategis daerah.

Perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a terdiri atas:

a. pemantapan Pusat Keglatan Wilayah (PKW);

b. pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL & PKLp};
c. pemantapan fungsi pusat kegiatan kawasan;

d. pemantapan fungsi pusat kegiatan lingkungan,
e. pengembangan sistem transportasi darat;

f. pengembangan sistem transportasi laut,

g. pengembangan sistem transportasi udara;

h. pengembangan prasarana energi;

—_

pengembangan prasarana telekomunikasi;

j.  pengembangan prasarana sumberdaya air; dan

k. pengembangan pengelolaan prasarana lingkungan.
Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b terdir atas:

a. perwujudan Kawasan Lindung:

[

penetapan Kawasan Hutan Lindung;

)
2) penetapan Kawasan Resapan Air
3) pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Danau
4) penetapan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan
Cagar Budaya
5) penetapan Kawasan Konservasi Perairan

6) penanggulangan Kawasan Rawan Bencana
b. perwujudan Kawasan Budidaya:

1) pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi,
)

2) pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian;
3) pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan;
4) pengembangan dan pengelolaan kawasan peternakan;
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Ul

pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan;

)
6) pengembangan dan pengelolaan kawasan industri;
7) pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata;
8) pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman

perdesaan,
9) pembangunan perumahan;
10) pengembangan sektor ekonomi,

11) pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan
sosial;

12) pembangunan dan pengembangan fasilitas pemerintah

13) pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH).

Perwujudan Kawasan Strategis Daerahsebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. penetapan kawasan,
b. penyusunan rencana rinci tata ruang; dan

c. penyusunan raperda.
Pasal 42

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasl program utama lima
tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi
swasta dan kerja sama pendanaan.

Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah daerah.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi,
b. ketentuan perizinan,

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
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(1)

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagail
pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan
zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
dan

¢ ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar
sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:

1) kawasan sekitar prasarana transportasi;

2) kawasan sekitar prasarana energi;

3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi,

4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
5) kawasan sekitar prasarana lingkungan.

Ketentuan umuin peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l)dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 45
Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang
berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan

rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prosedur Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1), terdiri
atas :

a. lzin prinsip;

b. 1zin lokasi;
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(2)

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin lingkungan: dan
e. 1izin mendirikan bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 47
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (2) huruf ¢ merupakan acuan bagi pemerintah
daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan
ruang wilayah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada
masyarakat.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh
instansi berwenang sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum
peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu
dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48
Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas:
a. keringanan pajak ;
b. pemberian kompensasi; dan
c. subsidi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 49
Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas:
a. pengenaan pajak tinggi ;
b. pencabutan izin ; dan
c. pembongkaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 50

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam
pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan
ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a.

pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagal
milik umum; dan/atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

pelanggaran ketentuan umum peraturan zonast;

pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW daerah;

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW daerah;

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan.

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan
sanksi administratif berupa:

o P

o a o

it}

g
h.

—

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan,
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa:

a.
b.

C.

peringatan tertulis

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pembongkaran bangunan;
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(1)

f.  pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 52
Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar

wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan
tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 53
Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat
berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat dari penataan ruang;

memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesual
dengan rencana tata ruang;

mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
dan

mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyvelenggaraan tata
ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdir atas:

a.

b.

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang;
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mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 1zin
pemanfaatan ruang; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

Pelaksanaan Kkewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan
aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi,
dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin
pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 56

an masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara

lain melalui:

a.
b.

C.

partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf
a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

a.

memberikan masukan mengenar:

ot

penentuan arah pengembangan wilayah;

N

)

) potensi dan masalah pembangunan;

3) perumusan rencana tata ruang; dan

4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang,
dan

melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau sesama unsur masyarakat

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf
bdalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesual dengan
kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
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menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana
dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di
dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah,
pemerintah  daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara
bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan
sumberdaya alam;

melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian;dan
mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain
apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
huruf cdalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.

memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan
pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana
tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar
pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang;

mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan
secara langsung dan/atau tertulis.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

disampaikan kepada bupati dan/atau unit kerja terkait yang
ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.




Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 63

Masyarakat vyang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan
ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 64

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh
upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Xl
PENYIDIKAN
Pasal 65

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu
pejabat  penyidik  kepolisian negara  Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan secbagaimana dimaksud pada
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan,
penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat
penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara
serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 66

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/ atau kerugian terhadap
harta benda atau kerusakan barang dan/ ataumengakibatkan
kematian orang dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 67

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesual dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dan/ atau mengakibatkan
perubahan fungsi ruang dan/ atau mengakibatkan kerugian terhadap
harta benda atau kerusakan barang dan/ atau mengakibatkan
kematian orang, dipidana dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 68

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf ¢, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
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Pasal 69

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dipidana berdasarkan
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Pasal 70

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara dan pidana
tambahan dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 71

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,
Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh suatu korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana
vang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/ atau

b. pencabutan status badan hukum.
Pasal 72

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan
Pasal 69, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada
pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB X1V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah 20
(dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara,
dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan
undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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(5)

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi keamanan aset
masyarakat yang telah ada sebelum perda ini berlaku sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, program dan
kegiatan pemerintah daerah dan swasta dilakukan melalui
swadaya masyarakat pada kawasan tradisional.

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas
kurang lebih 54.856,28 hektar dan permukiman-permukiman
masyarakat, pertanian dan perladangan masyarakat, budidaya
lainnya yang berada dalam kawasan hutan saat ini serta zona
pemanfaatan di Taman Nasional Siberut dan Pulau-pulau kecil
lainnya akan diusulkan untuk perubahan status kawasan menjadi
Areal Penggunaan Lainnya (APL) pada saat revisi Peraturan Daerah
RTRW Propinsi Sumatera Barat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang
telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini  berlaku
ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini,

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap
kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin
tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;, dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang
diperlukan.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah

Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal 9  September 2015
%BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

/
“

U ABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat

pada tanggal 9 September 2015
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

IF GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/20195)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015-2035

1. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun
berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu
perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah
perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan
kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi serta
kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi salah satu
landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menata ruang wilayahnya
sehingga memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak
signifikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu wilayah yang berada pada
daerah potensi rawan bencana, khususnya bencana tsunami, serta merupakan
wilayah yang terkena dampak bencana tsunami memerlukan sebuah rencana
penataan ruang yang memenuhi syarat sebagai rencana tata ruang wilayah yang
berbasis pada mitigasi bencana, bersifat lebih adaptif, aplikatif dan saling
berkesesuaian dengan berbagai program pembangunan dalam tingkat nasional,
provinsi, kabupaten termasuk kesesuaian dengan wilayah sekitarnya.

Selain itu dinamika pembangunan melalui adanya pemekaran wilayah dalam
lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai serta lahirnya Undang-undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlu adanya penyesuaian
terhadap struktur dan pola ruang kabupaten yang sinkron dengan kebijakan
penataan ruang nasional dan provinsi.

Sebagai upaya penyesuaian isi materi teknis RTRW terhadap undang-undang yang
baru dan penyesuaian terhadap kondisi akibat dari bencana, maka diperlukan
pengaturan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih sistematis,
yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawali.

Menyikapi perkembangan yang terjadi tersebut, dilaksanakan kegiatan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang
dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten
Kepulauan Mentawai sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai
dengan ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang mengenai perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya
berdasarkan asas:
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a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas.

@]

RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035 ini, merupakan rencana
umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah
Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dimana
selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang
untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan
sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan
ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona
dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035 ini, akan menjadi
pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; pewujudan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta
keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, dan
koordinasi penataan ruang dengan kota/ kabupaten yang berbatasan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008, RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035
ini berisi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang, Rencana Struktur
Ruang Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan
prasarana dan utilitas, Rencana Pola Ruang Kabupaten yang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya, Penetapan Kawasan-kawasan Strategis
Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi
program utama, Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
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Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d




Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
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Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Jaringan jalan kolektor primer yang berstatus Jalan Kabupaten adalah
ruas jalan yang menghubungkan antara PKL yang satu dengan simpul-
simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Huruf b
Jaringan jalan lokal primer yang berstatus Jalan Kabupaten adalah ruas
jalan yang menghubungkan satu simpul pusat pelayanan lingkungan
dengan simpul-simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
Huruf c
Jaringan jalan lokal sekunder yang berstatus Jalan Kabupaten adalah
ruas jalan yang menghubungkan satu simpul pusat pelayanan
lingkungan dengan perumahan.
Ayat (3)
Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan pedesaan.
Ayat (4)
Huruf a
Lintasan Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk,
sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan,
dengan fungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api.
Huruf b
Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan
penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh
perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta
muatannya.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antar provinsi.
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Huruf b
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf ¢
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan
bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk
dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi
lokal/terbatas, bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari
bandar udara pengumpul, serta bandar udara penunjang pelayanan
kegiatan lokal.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1)
Huruf a

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke sungai, saluran, waduk, situ atau ke laut secara
alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.

Huruf b

Daerah Irigasi adalah suatu kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari
suatu jaringan irigasi yang merupakan satu kesatuan saluran dan
bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari
penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 17

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan pelayanan air minum terutama dalam hal
penyediaan air minum bagi seluruh penduduk yang memenuhi
persyaratan kesehatan, maka diperlukan pengembangan saluran
distribusi air minum di kawasan perkotaan di Kabupaten Kepulauan
Mentawali.

Pola pengelolaan sumberdaya air juga harus memperhatikan prinsip
keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya
air, wilayah sungai dan cekungan air tanah. Konservasi sumberdaya air
bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya
tampung dan fungsi sumberdaya air.

Ayat (3)

Tempat pengolahan sampah terpadu  (TPST) adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 18

Cukup jelas
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Ayat (1)
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam,
sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas
yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar
maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan
erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf b
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya adalah kawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya
bencana dan menjaga kelestarian kawasan, meliputi kawasan
bergambut, serta kawasan konservasi dan resapan air.

Huruf c
Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang memiliki
fungsi untuk pelestarian lingkungan dan pemanfaatan tanah yang dapat
menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan
kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya.

Huruf d
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai
fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem
penyangga kehidupan, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya
alam hayati dan ekosistemnya.
Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan.

Hurufe
Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah yang untuk jangka
waktu tertentu diharapkan memiliki kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan serta memiliki kemampuan untuk menanggapi dan
mengurangi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf f
Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
melindungi lingkungan geologi dari dampak kegiatan

manusia/pembangunan dan/atau kawasan yang melindungi hasil

pembangunan dari unsur lingkungan geologi yang membahayakan.
Huruf g

Cukup jelas.
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Huruf h
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Huruf a
Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang
fungsi utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap
memperhatikan kelestarian fungsi, lingkungan dan keberadaan kawasan
hutan produksi itu sendiri.
Huruf b
Kawasan Peruntukkan Pertanian adalah kawasan yang fungsi utamanya
untuk kepentingan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang
dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku
industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan
hidupnya.
Huruf ¢
Kawasan Peruntukkan Perikanan adalah kawasan yang fungsi utamanya
untuk kepentingan budidaya perikanan, baik berupa pertambakan atau
perikanan darat lainnya dan perikanan laut.

Hurufd
Kawasan Peruntukkan Industri adalah kawasan yang fungsi utamanya
untuk kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat
pemusatan industri dan/atau unit kegiatan industri.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas

Hurufh
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Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
.Pasal 37
Ayat (1)
Kawasan Strategis Kabupaten pada dasarnya adalah bagian wilayah
Kabupaten yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan
secara khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana
umum tata ruang, oleh karena :
1. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong
peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau
2. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya
agar tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan,
dan
Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam
rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten adalah upaya untuk mewujudkan
struktur dan pola ruang serta kawasan strategis yang sudah
direncanakan didalam RTRW daerah.
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Ayat (2)

Arahan pemanfaatan ruang meliputi prioritas pemanfaatan ruang dan

indikasi program utama yang meliputi :

a. Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah.
b. Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
c. Program Perwujudan Kawasan Strategis daerah.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah dilakukan melalui

penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang;

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam
rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola
ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

serta dari

dana

investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana
yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah (Pusat dan
Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Lembaga yang menangani perizinan adalah Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (KPTSP). Bentuk-bentuk perizinan yang dikeluarkan adalah :
1. Izin Lokasi;
2. Izin Perubahan dan Peruntukan Tanah;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Rekomendasi AMDAL;
6. Rekomendasi Upaya Kelayakan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UPL); dan
7. Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
Berkenaan dengan muatan RTRW tahun 2015-20835, dimana dalam
muatannya terdapat arahan pemanfaatan ruang yang perlu diatur
perizinannya, selain perizinan yang sudah ada saat ini, yaitu :
1. izin prinsip;
2. izin lokasi;
3. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. izin lingkungan; dan
S. izin mendirikan bangunan;
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47 s/d Pasal 77
Cukup jelas

70




unsniusd wil ueifey ISeH v

Z€0Z - 740Z Unye] jeleg eidewng doid yelena Bueny eiel euesuay Blad '€
Qv-dOLNVI 00005 L EleyS ueibodol ead 2

6661 UNYEBL 000 0S| BIEYS |PUBBNSOYEQ BISBUOPU| wing edny Jeseq B19d 'L

glad Jaquing

UVAWITHOWON

NVINVIVH HOWON

V13d HOWON

SEO0Z - G102 NNHVYL IVMVYININ NYAYINd3X NI LVANEWYH HVYAY TIM ONYNA VIVL YNYONIH
ONVINIL
HOWON IVMYLNIW NYNVINGIN NI1vdNBYH
HYE3IVO NVANLYEEd
i NVHIdWY]

13Tv90VvaYS SYanA

neq uewejepay

detuny ueSEME)Y BURDUTY W&mwm
uebuequenad yeAepm

thab wianuox wnposg ek ETET
(gH) deiag 1$XNpoIY vEIH

urnsg

ehepipng uesemey
Buesex nquiniag s
(anauen) nexeq veinn SRR
vepirvs> SN

Sunpury uern [

Bunpur uesemey

0059 - Losy R senpoy (oo nein vep vesmeasad uedenny P
oosy - ose T [ —
oose - 1ot SR ehuuiey uesemey|
00s1 - 05

005 -0

uesesdd
sonumves Impo ueKer euE
sanig 40 URKer euRDUZY
UBmewsapy SueIL Ui BTIGH Ve PUEDRY
ueper ueBuer

ueBunqnysad

esoq seieg
ereweouy s8R -~ oo
voiednaey seieq
IsensIwpy sejeg
Any vebuEnQuey 1EdwOL
e

edepng eresimued

ueiednqex eiowngy

veeLEey MONNG O
-

wrsng

NYONVHILIN

P861 SOM
SLb UOZ WL PUO UBp Yesboan) puD :
JOIEDIBY SSIOASURI| [BSIBAILN

000°0gY:4

SmewoNy
oy o

wmeq
PUS WSS
1933kold Wwalsis

0z o s 0 Z

ONVNY V10d vi3d

SE0Z - SL0Z NNHVL IVMVLANIW NYNVINdIN NILVINEVH
(MY1Y) HYAVIM ONVNY VIVL VNVONIY

IVMVLINIRN

ey

NvYNvInd3x
N3I1LVdNagVvy HVLINIYd3INW3d

e,

000906

nw

0005948

NW000286

NW0000.85




unsnAuad wij uelley] iseH

2£0Z-Z10Z unyey jeseg essjewng dold yedein Bueny eiel eueoudy elad €
av-dOLNVF 000°05:L lexS yesbodol eled 'z

6661 unyel 00005 ) m_Nxm,_mCN.t:wcv_mm BISDUOPL Ilung mn:m Jesed edd ‘1

ejad s8qung

HVEWITHONON | [T

NYWYIYH HOWON - | P

W13d BOWON -

SEOZ - $10Z NMHYL IWMYLNIW NYNYINdIN NILY3NGWH HYAVTIM ONVNE VLYY YNVONZY
ONVINIL
UOWON IVMYLINIW NYNVINGIN NILYDNEW
HYHIVA NVENLIYY 3
| NYHIdWY

13vO9vavs SYGNA

"

NILYdNEGvH 11vdNg,

(HLId) 0P eBeusy ysr vibusawSd  § woose- rose [N
ssewag uep 11d WewoKe 6153

Q1) s sBeual As pYBUEQWSE woosr - rose NI

161au3] eueseseld uebuier w goge - tos: P
wogess 4 " .

esepueg v«« 0051 - 105 “%

e12pn veburgpueY MY woos -0
eiepn 1sepodsuel) vebuuer
2 0di) [QULLIDL  mwe
19punnag (8Y07 Ueler ueBuer BuEauRY eewEoIR SERR - - - -
13Ui YO VBB URBULIEL PURIURY

e uewelepay

uaiednary seieg
\(EMEIISYY SURS |} Joukicl JOIHON VEIEF EUBIUDY
sudoid seleg -

1eseQ 1sepodsues| uebuser sensunupy seweg

Cuedwinuag Ipdey veseAeiag Ny
u teheiag oy - -v o
ednans weied ueieleiag i (d%a) 15001 (B¥01 VeSO tesng
1suidoig wereq vesekerdd ity - - - -

v

HunyBul Ay &

wers uewamva B (1ad) veBumyBuT uruEkeDg wend T
7

{euciGaY uedwnBuag uengeted (Mdd) ueseme ueuEARIag eSNd

(1oid) 12401 vejeIBay sesng

te%07 uedwnbusd usynqerad

(Moig) uekenmn uereiBoy lesnd
uejeibay tesnd

ndunBuag veunqerg

e isedodsue.y uebuuer
tydL) nuny uebusnquiad jeduse)  «

waieg UOdlaL vejer vebuEr - - ..

si8eeuan 5 wbuns

vEIEWEIeY BownaH

aiwdnae eoMnal

1sexunwoNataL uebuuer

NVONVN3LIN
¥861 SOM wnieq
SLb BUOZ WAN PUD UEP 4e150d9) Puo pug walsig
J0IBDIDI BSIBASUR) [BSIBAIUN | 1S%9A01d WASIS
000°0st-L
—— - —_— N
or o [24 [T o

ONVNY ¥NIMMALS Vi3d

S£0Z - SLOZ NNHVL IVMVLNIW NYNVINd3X NILVdNEVI
(MU LY) HYAVTIM DNVNY VLVL YNVONTY

_<>><._.Zm_s_»z<3<|_:n_mv_
N3ILVdNaVvVM HVLNIY3INW3d

0000996

nw

0005626

Wb

00




unsnAuad w) ueifey iseH ¢

Z£02-2102 uhyel Jejeg elsjewing doid yeAepan Bueny ejel euesusy eled €
Qv-dOLNVT 000°05:t ElexS yesbodoy elad 2

6661 UNUEL 000°0S | BIEYS |eUBLNSONeg BISAUOpPU] ung edny Jeseq elad 'L

elad Jaquing

YYEWIT HOWON

NYAYTYH HOWON

V¥13d HOWON

SEOZ - SL0Z NNHYL IVMYLNIW NVNY INGIN NILVANBYH HYAT IM DNVOY VIVE YNYONIY
ONVIN3L
HOWON IVMYLNIW NYNYING3IA NILVANEYH
HvdIva NVENLVYE3d
N NVYIJWY

137vOOVvavS SYANA

%\.(\S«QZNE NN
v

35 NI LVDNGYH [1¥dN

w0059 - osy SRR
woosy - Lose SN
edepng uesemed  § w 00G¢ - 1051 ﬁ

uepjodeuly UBSEMEY woost - 10s

w005 - 0
Ueyeq BIESIAA UBSEME) ’

{s039w) yne vewejepay
wery iesp uesemey @ (nIBQUEIS NBING UED NEAUNEALIS NeINGl)
senpay nemng
nieg UBWNNLAA ISEXOY UESEMEY ) JeuoiseN siBajens ussemey
uajedngey sibajesjg uesemey eepueg xY

JopunNSS teNo Uerer EuBIUSY

B 1eXaT efer BUERURY T

URIIEIDg (SEIION SUELL) ioutics 00N USIE VRIS o

uerer usbuuer
ueBungnuey
UBIDNULBY
vewIyNWIS4 UG} LEUNEISY /Lu
esoq seieg —— Jex01 veunqeiod
umeweasy seeg - - - - wsna ¢
uaiednae seieg umewesey Bownas ()
rudoid seieg verednqey mownar ()
1SENSIIWPY sejeqy e
NVONVY3L3IN
Y861 SOM* wneq
Si¥ BUOZ W1 PUS uep )6099) PUD © PUD WBISIS
10JEDIA FSIBASURI] [ESIBAIUN © Isyakold waisis
000°05v°L
ooy N
o ot 3 o s o

SIO3LVHLS NVSVMV viid

SE€0Z - §10Z NNHVL IVMVLNIW NVNVINdIN NILVdNEVI
(MYLY) HYAVTIM ONVNY V1VL VNVONIN

IVMYLINIWN NVNVINdIX
N3ILlVvdNdvM HVLINIYd3IRW3d

0007304

000012

w

000504~

00008111




Hownmew — oing “ympinqeyy — radied
1 1Enjesed ‘Yuaqis BIENY - 0Ing — IBjunpy
9e) Qgdv/roid
Ul
Nd seva adgdv/Ngdy IGIES BJENW-UBJRQNS ‘IBMBIUSI SUBRL] SOIOH Jalud (@40 ueier (z
-usjagng-esaq uebundwid “yekoqiog-enoduebuopy
-ueniegeyis eseny 'lebbuejuig-iesod-ueneqexg erenpy
qeX Qadviroid
seu "
nd a Qadv/Nadv ueqy jeins-gouwy
e
Nd seuiq novwmm\n“‘«mpdm leuog-ebejod uejejog lebey sues
Nd seuq amov_mwm\n__‘«mﬁn“m deyexig ebeuvsg-Gueuideyy “eseyn 1efeg sues|
Nd seuig 98X Qadv/roid JEWE JOJUE — || IS Buedwig
Q8dv/Ngdy
5
Nd seuyy noxmmm\nr«m“um 12ney-efaden] g wy cesodig suet)
nd seuq DMMMMM‘«M““E IMpinge-nefeq uenqeT ruaqIg suei| | IEMEIUDI SUEL | YNSBULIB | JBWG JOINS|0N Uejer (|
uejer veunbueqwad e
uejequIdr Uep uejer uebuler jeseq Isepodsuel) walsig |7
ewe)) eueseseld waysis uepninsuad| 2
Bueny ejey agqvy eps epJaduey ueunsnAuag
Bueny eje agdy Epg o1y
Bueny e aady BpS ¥1ay
Bueny ee) AOId Q8dY 19d-194 ueseme) sejeq uedejouad ipnig
Bueny ele| agdvy €pS BpJadUey UBUNSHAUGg
Bueny ereL asdvy Bps ¥l
Bueny ee] agdv eps 210
Bueny eie] AC)d Q8dV jeseing UBSEME) SEjeq Uedejauad Ipnig
Bueny eje) aady eps epiaduey ueunsnfuag
Bueny ejel aadvy eps ETE]
Bueny ere L agdy epg ERRY]
Bueny eje A0igd gadv ueqolg uesemey seleq uedejauad pmis] L oo doc iy e e o ot
Bueny eje) Qagdy eps epioduey ueunsniuag
Bueny eje] asdv eps LY
Bueny e agdv eps A0y
Bueny ele) AOJd dgdY denexis uesemey sejeq uedejauad ipnig (d7d)
[T Bueng o] a94dv €eps epJadliey ueunsnkusdy (Did) o) vereiBay jesnd uedeluewag z')
Gueny eeL agdy eps yly
Bueny eje] agdv epsg H10ay
Bueny eye) A0Jd Q8dY yefaden] UBSEME)Y SB)Eq UEJEBURd IPNIS
Bueny eje) agdv eps epiaduey ueunsniuag
Bueny” ejer agdv ES TR} (M)
[~ Bueng &L agdv TS 109 yeAepan uejeibay jesng uedejuewsy |}
Bueny eje) AOId Qagdv INIBQIS BIENY ugsemey sejeq uedejauad pmig
uejeibay yesng uepninmiad|,
Bueny inpjnug uepninmiag

GE0Z-510Z unyel lemejusiy
uene|nday|
uajedngey yeAe|ipy Bueny eje] euesuay
510z Jequisldes 6 ¢
SloZunyeg g :
lemeliop Uene|ndey usledngey yeseeq Ueiniesad | p uendwe

Buejua )

{ebbue ]
JOWON

S£0Z- S10Z NNHYL IVMVINIW NVNVINdIY NILYANGYY MYLY ONVNY NYLVVANYNSd WYNOOUd MYLYIN




Nd seulg ‘qey addy JI98) 1BJUN -
Nd seuiq ‘qe) dgdv BIqEG 1BJUNIA -
jeoqelednuy -
deyuny ueBunyBuyp uejer
Nd Ueuajualuay N8dY UBYESY - /€ W) -
Nd UBLausWaY N8dv Naqes 1BuNp - 1aNqeg - jeoqesedn.3 -
dejuny ninuaw Bungnybuad uejer|
uejejag jebed 23y
Nd seuig aadv ebuowyeing -
Nd seuqg aady ebuoweny -
Nd seuq asdy AUn -
Nd seug Qagay rueq-nieg -
Nd seug agdv BunbBunbnaqes -
Nd sewg Qagdy WINSE} -sosey wejeq -
Nd seug Qagdy 19jewn] -
Nd seug Q9dv Blen ngeys -
Nd Seuiq Qgdv eobog -
Nd seug Qgdv UBJeI9S ngells -
Nd seuq 08dv SninBBep -
dejuny uebunybuiip uejer
nd seug N8dY ueje|os nqelg - yniobew
nd seug NEdY yuinbew dejuny - 9| unj Bueduig
deyuny ninuaw Bungnybuad uejep
eJeyn) lebed 29y deja] ueluny uesemey) weleq ueler uebuuer (z|
(nedng '%S) ueqy|
Nd seug NadY jeung - reuoepy - Bueuiddeyy - nexpe - Jeseing - Zy WM
- OF WX - LE "Wt - OSXesa1eg GZ W - 61 WX - eBejod
nd seuiqg Nadv Bueuidey - yendesed - eAuebuewnes - yaqolew
fid seuig NGdY (nedng g uexsesepiag) deja] ueluny
{unt) ngepg - eSBuownieg - oxexie) eien|  ISEX0I3Y UBSEMEY 3 SENJIQSasyy Bunynpuad uejer uebuuer (1
nexpie] - jeseing ede] - leseing - 2y
Nd seuqa 9eX QdV/A0Id 19Bnang - ebeg ueqy - Oy ‘Miegd Jesed — ZENX
agddv/Nadv ‘vindoje ) - Z¢ Wy 'oleey - s1eg — nodnode - 2¢
WM 'GE W - 10a1qes ‘edoYBIBIN-IOIUNN-1BNIGES-/Z INM
ueuoBS |
Nd seuig nﬂvm_mm\n“,mmdn_ 1sesiwsues) uep oyexye] Jeybuiy ‘ebuownieg - :nmw__w
‘Blewn | - LZWy 'ngeps — 2} Wy ‘ebuownieg pi w)
ueuloejig-ebuownjag
‘ABIS SWOH - GW ‘BJeW — UBQOIS UBp nedng Jojuey
- nedng sojuey Buedwig ‘usljuesaq — UaJjueS3,
Nd sewg nmoxmww\n—_‘(m\wda Buedwig 'uasjuesad — B0y Jexybur] ewe)d ‘_o_cmm
— enuewuag - jeAeleyng — ebuownjag 'Aejg swoH —|
1ebappedel ‘|II 45-ebuownyag ‘ebeunaq - yebapedey
‘feweD Jojuey - ANSY 1eBapedep - yNy e10) Jesnd
ueuojolei — Beqopepy — yopboy uep ~ yaqgninbeg
qeX Qadviroid — nejewis — 169]EWIS 'IBMBJUSKY SUBI ] -Udjagn:
Nd sewd aadv/Ngdy efeuusq __:mxm_omm - v_m_>o£mw ,:mo_t._h - m_am_v.ncm_muow,_ Jopumyes 8307 VEler (€
ajewlg — niul | — ewjodebig 'inBojuis ~ uebundwin)
ueqy jeun:
Nd seuig &% Q8dV/A0ld uep ensow| — NeYYET — IEUCBYY — mcm:_amm‘<.~:E_m_
Q8dV/NEdY uep (lemejusw sues) leuog ~ refesiebeg — bueuidep
e IAQJ, eAuebuewineg
Nd seuq n%mmm\num%u - yunbep ~ £Lwy -g wy - oyevye) — dexexis
A0, e
Nd seuq nMv.mmm\n“‘«m&<n_ —ensog uep ebuoluniag — nonuag — ensog - ._o:mmM




nd seug e gadv €F WM uejequar -
Nd seuig aey 0gdy 9€ WX uelequiar -
Nd seuig qey agdv 0E W uelequiar -
nd seuq qey Qgdv ZZ WX ueiequar -
nd seuq e Qadv 1Z WX velequiar -
Nd seua qey agav 0Z W) uelequiar -
Nnd seuq ey Qadv dejde uelequiar -
Nd seug qey Qadv i rebesieg velequiar -
nd seuwg ey Qgdv ebesieg uelequar -
Nd sewq qey Qgdy ododeyy uejequar -
Nd seuiq qey agdv LZ ‘WM - II] OSYelie[eg uelequiar -
nd seuq qey Qadv Buewneg ueyequiar -
nd seug qe) Qgdv || os%eseleg uejequar -
uejejag lebed 03y
Nd seuiq qe) agdv BUOW eINg uejequiar -
Nd seuiq qex ggdy yeAueBuewneg uejequal -
Nd seuq Q@) Qg9dv ensog uejequiar -
Nd seug e J8dV uleuld uejequar -
Nd seuq Qe Qg9dY yibew uejequar -
nd seuq qey aadv Anunbep uejequar -
nd seuq Q@) Q8dv 1l NQeNIS uBjequar -
nd seuq Qe agdy | NQe|IS Uejequar -
Nd seuq ey addy ebbuownag uelequisr -
nd seulq ey agdv rueq-rueq uejlequar -
nd seuq qex agdv 19N uejeqUST -
nd seulq Qe agdv oluebuely uelequar -
nd seuiq Qe Qgdy neSunebuep uejeqwar -
nd seuiq Qe Agdy 1 Ie¥nined vejequier -
nd seuq Qe adv ofuebueyy uejequiar -
Nnd seulq qe) agdy | lendeseg uelequiar -
Nd seuiq ) Qg9dv 11endeseq uejequar -
Nd seuiq qey agdy yeAuebBuewneg uejequar -
Nd seuiq @Y 0gd¥ SUOW YaIng UBjequer -
eaeyn) tefed 03y
uebundwi) uejeqwar -
Nd seuq QY Qgdv nqesely vejequist -
Nd seul] qe) Qddv 2GOIe UBjEQWST -
Nd seu] &3 08dY Z Req-Reqig ueiequiar -
Nd seuq ey 084y | keq-Aeqis uelequiar -
Nd seuq qey 0gdv oxexle | uejequia(* -
Nd seuiq ) Qadv ANQESE UBlBQUIdL -
Nd seug gey agadv | O3B L uBlequIar -
Nd seuq qey g8dy N9197 WAUWAN UBjequar -
Nd seug 9e% Q8dvY N9qOIEN UBjEqUIST -
Nd seuq qey aady uebundung) uelequap -
dexeyis say uejequwaf ueunbuequad 9
Nd seuiq ‘e qdadv OYMIEL BIEN - NDIB|WALIWAN - dexeyis deja) ueiuny isexolay
Nd seulq ‘gey gadv ¥oqoie - yejoqep - dexeyig| uesemey selpqisasyy Bunynpuad uefer uebuuer ueexbuiuad ‘q
Nd seuq ‘qex Qadv ueqejeing -
Nd seuiq ‘9eX A8dv Anquinuny -
Nd seuq ‘qEY g9dv jeseing -
Nd seuiq ‘9eM ag8dv ajeg -
Nd seuiq "qeX Qgdv efer yede) -
Nd seuig "qex Qgdv 1BIB6UeT -
Nd seuq “qex| agdv neJep -
Nd seuiq ‘qes agdv UBYESY -
Nd seuiq jetoinoing -

9y Q8dV




G WM uejequisp -

5

N1d NANg UBURJULBWS JESNd s 161sug eueleSRId
N1d NWNG nwi - bueuidey uebueqwabuad | ¢!
N1d NWNg ANQUINUI G WA
N1d NWNa EBNsow-neyyeT-eUoBN-UBGY JRINS
uejejes febed UejeWEDd)Y T uejejag 1ebeg 09y suisIy 1Biou3 BURIESEI]
MUIS ISE[EISU| uBlenquiad B YUIsH) Josuan ueepebuad e ueBuequabuad |'e
eAuwie eueleseld wajsig uepninmisd) €
uebunqnyiad 1ad-lad eJepueg 7 elepueg ueunbuequiag o
UBLIRIUDWISY Nadv
uebungnyiad NEQY Seulyy eJepUeg noed Uesepue ueiexbuiuad
[FETSTENTEN]
uebungniad 1050y ejepueg uee)buiuad Uep UeeJEYIBWSY uejeyBuluad uep UEBIRYIIBWA
[FETETENTEN] Nadv
1ad-1ad 'seuly 10%0Y epladuey ueunsnAuag -
18d-19d 'seulyy 1040y A -
1ad-13d 'SEUI 1040Y UESEMEY) UBdEjauad IpMS -
eJepueg uesemey uedejueliad € eaepn isepodsuel] wajsI§ €7
uebungnyad ebejod
UBLIBIUSLUDY NEdv
uebungniag dexeyig ueBueaqgaiuad ebeuusaq) ueunbuequiad o
UBLIBIUSWSH Nadv
uebungnuad seuiq qex Qady NNGUICBWIS jad
uebungnyiag seuiq “qex 0adv nexpiEl jod
UEBUNGNYIag SEUIQ Q83 GEdY 1evog ‘lod
UEBUngnyiag seulq Q85 GadY edoxejeiy ‘lod
veBungniiad seuig 985 9dY yendesed |2d
uebungniiag seuiq "qe5) Qgdv oNBes jod
ueBungnipad seuig ‘qey agdv AFouwpieny joed
uebungnad seuig QR GEdY INPINGen ‘lod
ueBungnuyiad seuig ‘qe) Q8dV uaRaNs ‘fod
ueBungniad seuig ‘qeX A8dY nefeg uenge 1od e UBYNGE[Sd LBUNBUBqWa q
uebungnyiad seui ‘qey Qadv yeladen| ueyngeag
uebungnysad 1ejOd UBYUNQelad
ETTEITEN] N8dv
uebungnyiag Yoda|ley UBUNQE|Sd
[ETETENTEN] NEdv
ueBungnyag UegoIS UELNQe)ad ueyngelad selljised4 epas
UBLIDJUBWSY Nadv
uebungnyiad dexexis ueyngejad eueJeseld uep eueses ueieybuiuad B e Iseyodsuel| WaYSIS 2T
UBLIBUBWSY Nedv
uebungnipag seaig "qey gadv (efer dweg [ g| wy
NQeis
jendesed
eyeulg|
uebunqnyiad seuiq ‘geX Q8dY 1BSEING/LE WY
Md seuiq Qe 09V ebejod
fdseuq e agdv oubig
Nd seulq 9ex dadv Ueqols
Nd seuig Q&) aadv dexeyig|
Nd seuq ey aady WuaqIS Bienpy
Ndseug e dgdy veladen | o adi) (leulwua ) ) Isepodsuel| BUBIESEIH UBUNBUBQUISY P
nd seuq 9ex 08dv 09 WX Uejequisf -
nd seuiq Qe Qady 85 W ueiequiap -
Nd seuiq qey Qgdy S W) uejequiar -
Nd seuq ey agdv PG WY uejequiap -
Nd seuig Q) 09dY €6 WM uejequiar -
Nd seug Qex Jgdv




( Aysauojoiby

ueuenye) seuiq Q8adv 1emejuspy uenenday usiedngey yninjes ' 1dH) UBUBINYS) EBAEPIPNG UBSEME)Y UEp Bunpul] UBSEMEM
ueueisaad uepninmsad ueefeiquiad uep welBosd uesnwruag 2!
(Ansasojoiby 9
uBUBINYSY Seui] agdv temejualy LENEINdaY udledngey Ynunjeg L dR) ueueNYay| BABPIPNE UBSEMEY UEBP BunpuI UBINH UBSEME)
Buenu uejeejuewad yyuoy ueuebueuad euwssie uesnwrudd q
‘jeseq esejewng (suidosd lemejuapy
g " 1eyBun iISEUIPIOOY IN[EISW HEXNIS) WOUOIO YBJaEp Jejue Blueselay uenejnday| uajedngey ueunbuequad
ueUBINUSN seud aadv IEMELSH UENEINCS) uSIEANQE} UNINIPS uep (ueuebeuay uexieqiew) epe Bued epwasd iseswebio eylweul] Uep ¥adsy UBYNINjasay weleq
uswale ueyleRjuewaw uebuap ueeBequaiey ueyNjusquad B} Yesseq Ueinjesad Isejuawaldw) uedersiad 7L
‘HOJUIAL UEEIBSY
d dnaes Lrungo. lisey euewiebeqas Bunpur] uesemed) Ip epe Buek uejeiboy
UEUBINUSH e aadv {EMEIUSI LENEINAS) USjEdnqE) UnInRS yrunjas JnjeBuaw snbyexas Buek Bunpu uesemed uejeejuelsad
uebuese| jeyuad yuoy Sued yesseq ueiniesad uedelsusiy’ ‘q
(uedesas yedeym 'wele exens ‘Bunpul veny yelaep uesnjesad
UBUBINYDY SeuI] Qady IEMBIUSW UENEINdaY usedngey ynnjeg tueBunpuipad tsbuny waw Suek uesemey yrunjas) lemejuspy nejRws lemejudy ueneinday ualedngey
ueneinday uajedngey Bunpurl ueSemEY Ynunas LOJUSAUI ‘B yeAepm 1p Bunpu) ueseme)y uvedejousd | L
Bunpui) ueseme)] uepninmiag L
Bueny ejod uepninamiad}
Nd seuig Qagdy UBJRLIBDISY Yrun|ag; {vdl) Iy uesasoiad yedway ueunbuequad "Bl
nd seuq Qagdv UEJBLUBOSY UrUnRS yequ 1y ibuebuad 3] ueeipafuad
Nd seuig agdv Uejelwessy yrunias uep dejuny (tniang ueepebuad) yequi iy uebuenqguag ueeipafuad
Nd seuiq aady URIBWEDSY Yrunog yedweg yni) ueeipaiuad p
Nd seuqg agdy UBJEWEDS) Yrunjag yeduieg 3eqoJag ueelpaluad 9|
Nd seuq agdy UBJBLWEDIY Ynun|ag {Sd1) yedwes uebuenquiad jedwsa) ueeipakuad q
Wvd VISYMS Uejewedsy yrunjag WU Jiy/yisiag iy 1sejejsu| ueunbuequiad e ueBunyBun iseyues uebuequabusd ¢'¢
Wvd Y1SVYMS
ad4dNg NEdY uejeweosy Yninjss Uep deyuny (tnu1) A1y ueynyBuy ueepebuad 2
a4N8 NEdVY UBJBLIEDY Yrun|as uep dejuny (npiaipu)) ebbue )] yewny Jiy Bundiieuad seg ueepakuad q
adNg NEdY UejeWeday Ynnjas uep dejuny (un) (Jeunwoyy) unsnQ Jiy bundweuad yeg ueeipdkuad e any ekepiaquing uebuequabusd ¢'¢
ute) J0}e1adO/WoN B | BISEMS dexenis 29 -
uie| JolesadOoN3 ] BISEMG BIE)) 1EDEY 09)) -
E| J0j2I8d /WO |3 | BISEMG uejetes lebed 29 -
ure| JojessdOjuwioye | BISEMS uejEWEeIdY BNWSS 519 eseuspy ueunbuequad ‘q
deja ] UBIUNY 1SE)OI8Y UBSEME) Ip
uie] Jojeraduoya L BISEMG neIN neind ‘nieq-nieqis neind 1aejag 10sjeuns H91eS uodej@] ueepebuad el 1sexiunwnya)e | uebuequiebuad Z'¢
s8anNg YeqiH/agdv/Nady uBjRWEDDY ENWSS essewolq yus 1Bisua uebuequabuag o
Nd NWNG UBJBLUEDDY BNWSS) s uebuper ueuefe veleybuiiad ‘q
NId NN ebBuopy xeing - najsleny 8N
Nid NWNg SN @ nieg-nieg gl WM
N1d NWN8 ¥nbnbnaqes 1 WM
Nid NWNG UBJB|3G NQE|Ig 8L~/ L'WY
Nid NINNg |lewny GL'WH
N1d NWNG BJEIN NQejig
Nid NANg Nnbew zz WM
BJE}() IEDEd UBJBWEDDY eleyn 1ebeg 09y
N1d NWNY ueqes 13)UNpY - 0sabag suny
Nld NANG jeJges
Nid NANG yeBoinoind - Ueyesy!




ueluepad seuiq

A0Jd/QEM AFdY

lemejuapy ueneinday uajedngey yrunps

ueiuepad ueye| ueyijwadsy ueejeuad uep uebued
ueueye)ay BBRlUSW YNUN UBYe| ISBAISSUOY UBlepuabuad ¢

eAuueejojabuad uep ueiuepad uejeibay uebuequabuad g

uejeweddy yrunjasip ueinbbun seypowoy vebuequsbuad *|

ueiuepad
uesemey ueejorabuad vep uebuequisbuay 2z

ueusnpuuag

uep vebuebepiad seuiq

uBUBINYIY SEUIG
UBUBINYDY SEUI]
ueuBINYSN SEUIG

Aold/ geX Qgdy

(eMBIUBYY UENRINDSY Usledngey YruNeg

1eAud sopjes jeyeieAsew

ueeJlWaY ueBUap IIEPUBKIS) BIEDSS IIOUOYS IBJIU URIENBUILBY {
1SJDAUOY ISYNPOIY UBINK Uedejauad ‘¢

1S3NPOJd UeINH uedelduad g

ueny Jepyasip Jeyesedsely epeday| 1seseisog ‘4

ueiny
uesemey ueejojabuay uep uebuequabuag ‘L2
eAepipng uesemey] uepninmiadg

wasig Bunwepp Ape uebuequiabuay ¢

Nd seulg Aoid/ geM gadv
IEMEJUSI UBNE(Nda) Usjednqe)) ynunjag eueouag IsenyeAs IseyoT Hueny ueeipakuad 7
Nd seuig A0ld/ QeM a8dY IWeuns | Buesuag ISeMieAs Jnjer uejenquway '} 1weuns | uemey uenbbueusaq oL 'L
Nnd seuq A0/ QBY QAdY uajednqey ynsnjas Ip uelny uesemed| ueJeyeqsy UBMEI BUOZ-BUOZ UBBNQWS ‘| uespyeqa) uemey uebueinbbueusd 61
Nnd seuq A0)d/ aBY aady 1eserReARY Bpeday ISesI[BISOS Uep euesuag ISeBIN "2
lemejuspy uenejnday uajedngey| yrunjeg 1wng edwas uemey uebuenbbueuad g')
nd seuq A0Sd/ QY Q8dY 1wng edwac) UEMEY BUOZ-BUOZ UBIENQWA |
©))/A0S
nd seuq DM&M“ zmn“_< IeMBIUSIA UBNEINdaY udledngey yninjag NINH 1P JIY UBP YBUE | ISBAJISUOY G
JosBuo uemel Buek
SBUN e
nd g gex agdv usiedngey yrunias 1p 10560 ueseme) jedwsa) uep Buiga) 1ia)01g ueunbBueg-ueunbueg Jenqua v,
E)/A0.
Nnd seuiq DM&M“>ZMM< uajedngey ynunjes 1p lebuns-iebung 1e6ung IsesifeuloN ‘¢
qeyi/aoid ‘epe yepns
seul =
nd a aady/ Nadvy uslednqey ynunjes 1p 1eBuns-leung BueA inSbuey 166utpedwaw uep nieq |nB6ue | ueyengquwad ‘g
uejBWweody .
Nd seuiq qey Qsdy aseules] Ue|d Ja)sepy Ueunsnius,
d ejox3ngj/uajedngey| BjoNNg|/ UBBIONISY UBSEME)| 10 UEId JBISEN d b Jlueq euedusg uemey uebuenbueusd /7|
it seuy aeX Qadv lemejuapy uenejnday| usjedngey YuNRS Yeue ) uexesan)/ J0sBUOT UBMEY BUOZ-BUOZ UBIENGWA 2 10sBuo|
) qey Qgdv iemejuayy Uenenday uajedngey yrunjag UB|EWEDDY Yrun|as Ip S UBYe| Isesioqay | uep eueousq uemes uebuenbbueuad 9t
qeM/A0d
Nd seuig Q8dv/ NgdV BB INUBQIS 'D9) Uep eueyn) leBed o8y nNeueq JeRyasip }jag UsaIS) UBWEBUBUSY ‘| neueq yeseep ueuewebuad 'L
E3/A0),
Nd seug OMA_““ zmn“:\ temejuay Ueneinday usjedngey yninesg 1eBung uepedag sues ueinebuad p|
qep/rodg
SEU) lemejuayy uenejndey uajednaey yrungo: 1ebung I1sesieuLION
nd a gV Naav ! Jusy Inda) usjedngey yruniss 1 S 1ses) N '€
qeM/AOId 1ebuns
Seuy -
nd a addv/ Nadv 1emelua Uenenday usiednge) yninjas Jgap; Bundwe) edep ueeybuiuawu ynun rebung ueleqajad 'z
EM{/AC)
Nnd seuiq Dmnn_ﬂ“ Zm“( lemejuapy ueneinda) usiedngey ynunjeg esenpy uep 1ebung uswipag ueyrusbuad °) refung yesaeq ueuewebuagd ¢'|
ueuenya seulq aadv lemejuap uenendsy uasjedngey yrunjag Hexay
. : peyd yrunjas epeday 1seutojul uejeqaiuad uep Isejusawinyoq 9|
lemejuay
ueuenNya)| eAepipng uep Bunpur uesemey ueerjuewad ueneinday usjedngey ueunbuequwiad
UBUBINYSY SBUY
e ‘a aadv IeMBIUSIN UENENda USlEdNGEY YnniaS depewa; jeyesedsew uejeifay Bupoluop ¢ ueeulqwad °q EjIWEUl] Uep Yadsy UBYMIN|asa))
weleq YeJsae( ueinjelad Isejuawoidw) €1
pelio) Bue bueru uejeejuewad uenejndsy usjednge; cm::%ﬁmﬁ”ﬁ
ueueinyay seulq agdy IeMeIUSIN uene|nday usjednge) ynunjss ppyuoy denss ynun ewesiaq eseoss ueuebueusd jneussyel Inde) usiecnqe qwed

Isejuswajdwi uep yexs) jexeseAsews yodwolsy ISesieIsos e

eyiweulq uep Yadsy ueynunjassy
weleq Yesaeq ueinjeiad Isejuauaidu) €1




Buen, eje aadv [ epS H10y
Buenu eje] a8dv nelN neing ueseme) SEIEq uedejeuad IpNS
Bueni eje| agdv = eps epJaduey ueunsnfuag
Buenieje) Qady = epS PR
Buen) eje] Qaadv epg 10y
Buenieje aadv nieg-nieqig nejng UBSEMEY SEjeq UEJEI0Uad IPMIS| |eucisen sibajens uesemey uedejuewsd |}
si6ajesyg uesemey uepninmiad| o
ueejoysad
UBJBLIEDSY uesemey 1p nelly exnqua) bueru uesemey veunbuequiag ‘Z
seuig AOJ, e’ " )
nd d/ 9 Qgdv Bj03NG) /L qEY BIOYNG}/ L d L ) (HL1Y) nehy
(H1y) nefiy eynquay Bueny Buejusy prmig | exnqJa; Buen) uesemes ueBuequiobuad pl 'z
Nd seuig aadv/aady e I E e B UejBLEDS)| BIOYNQ) UBP USlEdNgEY BIONNG| yeuwswad Bunpab ueunbueqwad 'q
Nd seuiq aady ; uee|as esodig temebed jepig Bunpeb ueunbuequiag ‘e  ueyeluLswad senpsey uebuequsbuad £1°Z
Nd seuiq agqdy : ; = i cagl = UBJELIBDDY BNWSS
adNg Nadv IWEUNS | UBQIO) UBLINNWLIS ISBYOISY uejepequad sejjise ueleybuiuay g ueunbuequiad 2
Nd seuiq aQgdy > ] - : UBJBLWIEDD) BNWSS
adNg NEdY IWEBUNS | URGIOY UBLUNNULIBJ 1SEX0IY uejeyssay seljised ueieyBuluad ¥ ueunBuequay q
Nd seuq agdv f i 3 UBJEWED3) BN |eisos seppsey
adNg Nadv IWEUNS | UBGIOY UBWINNULRY ISEXOIY ueyIplpuUsd Sellfised ueeybuiuad @ ueunbuequag e uep wnwn sejpse 4 vebueqwabuad ‘ZLZ|
ddNg NAdY UBIBWRDSY BNWAG -
9dNg N8dY (efer dwes / gL wyy) eseyn 1ebed ooy -
ddNg NEdv {28 wy)) uejereg lebed 00y - Jesed ueunbuequad e wouoy3 Jopes uebuequabuay L1 2|
Nd seuia Aoid/ qey a8dv UBJELIEDSY BNWSS P enpieeRd uep sumes ueapalued @ ueesapad ewipuLIEd uzp
uejewesay ynunjasip vewnuuad ueBunyBuy uexieqiad -]  UEERIONad Uewninuuad vebuequabuad 017
BlSEMS UejEWEDIY ENWAS UBLBWNISY UeeIpakuad g|
adNga NEdY WeUNs ] UEGIO) UBLUINNLLLIB] ISENORY Jdv1NNH Ueunbuequiag 'L UBUBLINISY UeunbueqWSsd '6'Z
BJBSIM ISOLLIOI UBNNYE[SW “P|
epe
BueA ejesim ysiqo ynuniasip senlise) ueyieqsad uep ueeipshuad g
ueeAepngax Aold/ qE 1EMEIUD) nejnda)y uajedi n|
UEp BlESIMUEY SBUIQ d/ 9X a8dv ! WS veneInds) usjednqey yruneg epe
BueA ejesim yalqo Buisew-Buisew yede | euesusy ueunsniuad 2
uajednqey ejesimued
ynunjasip ejesim yalgo-yelqo Ie1aQ eueousy Ipnig ueunsniuad °| solqo-yelqo veejeuad uep uebuequabusy 'g-Z|
Buequuey 1suajed 1sexo| ueyeAe|dy ApNIS IPMIS UBURSNAUSY ") uebuequiepad uebuequisbuad 47
Jonpoid jo abep auQ, dasuoy uisnpuy
uebuap uejewrody ynunjasip 199) visnpu! vebuequabued “| | uesemey ueejojeBuad uep uebuequuabuay ‘97
ueulad eAepipng Buelunuag 1Bojouys )} uebuequiabuad g|
ueuesuad .
uep uenersy seug lemejualy uenenday| usiednqeyy yrunjes uepjodeunu uesemey uebueqwabuad |
uejewed3Y yninjes Ip ueinbBBun senpowoy uebuequiabuad *} UEUENIB UESEMEN
h b uee(ojpbuad uep vebuequabuag ‘67
sewa) ehepipng Buelunusd 1Bojouyalolg uebuequsbuay ¢
ueyewalad seuiq A0/ Qe Q8dY lemejualy Uenejnday usiedngey yninjes ueyewsiad ueelojabuad uep uebuequisbusd z
uejeweaady yninjas ip ueinBB6un seypowoy uebuequssbuad -| UBYBUIBI® UESBMED)
ueejojpbuag uep uebuequabuag p'g
eAuueelojpbuad uep ueungasiad ueleibay uebuequabuad ‘g| veunaasad
uelepad seurq A0Jd/ QBM Q8dY temejuay ueneindsy uajedngey yrunes ot

uejRLWED9Y Yrunjas 1p LeinBBBun seipowoy uebuequiabusd | uesemey ueeiojsbusd uep uebuequisbusd €'

ueluepad|
ueye; ueuewweBuad ¥njun ueye) yueq desuoy uedessuad p|




A

131TvOoOvavs sva

Y

IWMYLN3W NVYNYINd3N ILVdNg

Epiaduey UeunsnAUs
buensee} agdv epg P4 =] m._.m
Buens eie | aadv eps
Bueni ele | agdvy epg 1Ay
[ eps uesemey sejeq uedejsuad ipnis
o miet i dexenis ugjijodeuly Uesemey
Guenu eje} addy ! >
eps epiadiey UBUNSNALSY
Buens eye) addy o
Bueni eje ) agdv eps
Bueni ele} agdv eps H1ay
eps Uesemey| SEjeq UBdejeuad 1pn}s;
Buens eje} agdy
Bueri eje| aady eiodis UEp eJe)( leDed uejeag 1ebed InIagis ueyeg ejesip
eps epJaduey ueunsnAuagd
Bueni eje A0ld Q8dY o
Bueni e} A0ld Q8dY eps k¥
eps
MMH MMk »M““ Mmm« eps uesemey sejeq uedejauad Ipnis
> RIS efepng “smy|
nAus,
Buensee| A0ld Qg9dY BpS epladuey :MHMmB%>M
Bueny ele A0Id QadY BpS mk.n_m
epS
McmE o »wu__a o eps UBSEME)| Sejeq uedejsuiad Ipnis
S = 2ol NnIsqIS WEJE EJESIA "SMY|
- BUNSnAUS,
bueruele Qadv EpS epjaduey cx._.“_ Bmsh
Buenu gje | addv °pS N_.h.n_m
epS
M“MJE‘. MM MMM« eps ueseme)| sejeq uedejouad 1pms
uejejeg eiodig gy "uiy {dejunfj) nieg uewBNULIBY ISEXO0|3Y SMY
di nsnfus,
Bueni eje | agdv eps epiaduey :Mmm >>w_>h
Bueni eje| aady EPS 1
BUens eye | Qady eps uLad
Bueniele] aady BpS uesemey sejeq uedejauad ipnis
eJey() lebed gf Wy {deyung) Taeg uewNULIRd ISEXO0jay SMy|
di unsnAus,
Buenseje) asdy bl EER _._M._.m 30_>M
Buens eje) aady =ps .
Bueneje) agdv EpS u1ay
Bue e, eps Uesemey sejeq uedejeuad ipnig uajedngey
R = uejejes lebed J¢ ‘W {dejunHJ nieg uBWIDINWIBY ISEX0[8Y "SM)] sibajeng ueseme) uedejuewsd gL
Aus,
Buers eje) agdy eps epJaduey ueunsniuag
Buenu eje | aadv Epg oLy




1nqassa) uefel uep
uexesablad 1sbuny iBueinbusw
¥epl uebuap exoj ueyelabiad

wef juy 16eq uexeejuewp ebn jedeq +

0p-0Z ueesepuay solod

uejedaoey| + uelef [da} Ip yelape} uejel/usjedngey uejel uebusp

Jnley | [ewiuiw Buef ueunbueq uepedwss Ingasis) uejel uep uewnnwiad neje uebunybuy

Jnjel Buisew-Buisew sueb uedejauad uebusp ueyelsbiad nbbuebusw Huek 1esnd ueybungnybust (leyo7)

unjefz ueler+ | ueunBueq depeyis) ueselequiad - uejeiboy-ueyetbay uebuelejod + BueA ueyessbiad eueseselq Bungnybuag uejer q

1NQasia)

ueje16ay 1esnd-jesnd Jejue

ueyesabiad 1sbuny iBueinbusw

“epn uebuap [eoo] ueyelabiad

16eq uexjeejuewp ebnf jedeq

nejnd

wy | fewisyew uejel Jejue uebuelsagahuad uenybue

SE LIy} Ueuey uep uewynuuad yajo buefuny 1p Buek lemejuspy

uesemey uejeejuewsad uene|nday} usjedngey Ip jesep

wel juwy sejeq ueydejausw uebusp ISepodsue) eueleseid ynjusqia)

09-0¢ Ueelepuay ueyey 1sbuny yie ueselequiad 4« ebbuiyas ueejag lebed nejng

uejedaosy + ueel 1da} Ip yejepa) uep elejn lebed nejnd ‘eiodig

Infe| | [ewnuiw Buek ueunbueq uepedwss Inqasis) uejel Lep neind ‘nisqig nejnd 1p uejelfioy

Jnjel Buisew-Buisew sueb uedejouad uebuap uexesabiad nbbuebusw Huek jesnd-jesnd ueybungnybusuw (1opte10Y veler)

Jniel Z ueler+ | ueunbueq depeyis) uesejequiad uejeibay-uejeibay uebuelejaq Buek ueyesabiod eueieselq #- uajednqgey uejep ‘e
eley uejep

Isepodsuel} uebuuep wajsig

uene[ndoy| ustednqey] yekejip Sueny ee] Burouay

$€0T - S10T unye], remejuspy

S NVIdWVT

: Suruo |,

S107 Ioquandag ¢ : [e33ue],

Slogcunye], ¢ :

IOWION
TemMBJUQJA uene[ndoay uajedngey yeroe(y usInRIog

: ¢ uendurer]

Bueny inpnug uenjuajey




uesehejad inje

ueepeJtagay eped yedwepisq

BueA velelad uejeejuewsad
depeysa) uesejequiad +

uesefejad Inje

ueepelagay eped yedwepiaq

BueA uelesad yemeq 1p
uejelbay deeyls) uebuelejad +

uesefejad Inje

ueepelaqgsy eped yedwepisq

BueA seqaq esepn buens ip
uejeiboy depeysa) uebuerejad 4

UeleAejed ueuewesy uep
uelewejasay ueylieyadwaw
Buef uesehejad Injy -+

uelefepd Ny °q

ueynqgejad

uesemey uebuequisbuad

uep jeuoisesado ynun

Buens ueyningay ueynewadwauw

sniey BueA ueyngejod selyes Ip

uep wejepip buens uejeejuewad
depeysa; uesejequiad +

nyepaq bueh uebuepun

-Buepuniad uenjus)ey uebusp

1ensas uizi jledepusw sniey

BueA ueynqgetsd uebunuaday

yeJaep uep ueyngejedeliay

uebunybuy| yeseep

weyepip buens uejeejuewad
depeyss} uesejequiod

‘ueynqejad
uejeibay nbBuebbusw 1edep
Buek ueynqejad uebunuaday

Uelaep uep ueyngejed

eliay uebunybul| yeisep

we|epip Buen uejeejuewsd
depeuyss) uebuelejod +

UeeIepusy
uep ‘Bueleq ‘Bueso ueyessbiad
16eq efewlsp uep [eullLLS)

gndijeul Bue 4asy ueyngelad +

ddsy ueyngejad ‘e

(dasy) uebueigahuag uep ‘neueq ‘lebung ueynybuy

uebunybui uejelda) 1p yeropa)
BueA ueunbueq uepedwss
sueb uedejouad uebuasp
ueunbBueq depeyla) ueselRqua
& ‘ o8

Ingasisy uejel uep
uexesabiad nbbuebusw Buek
uejeiboy-uejeiboy uebuelejad #:

eAuuig|
uesemey nNeje uewpnwiad
uebunybul wejep epelaq
bueA ueyessbiad euesesesd

uebunybui] uepep o

Iemejualy uenejnday| uajedngey yeAe|ip ISBUOZ UeINJRIdd WNW UBNJUR)RY ¢ uesidweTuejnfue




uesefejad
seyaIpje nb6ueBbusw yepn
Jebe uesehejad inje bueluedas
Ip Jle uepeq Jejiyes Ip |08
nejnd-nejnd uep Jisisad uesemey
eped Buens uejeejuewad
depeyia) uesejequiad
‘uebuepun-buepuniad uesnjesad
uenjus}ay uebuap lensas
uesefejad inje Bueluedas ip Jie
uepeq eped buen, uejeejuewad
depeyss) uesejequiad ¥

uesedejad Inje

ueeperaqay eped yedwepiaq

bueA ueliesod yemeq Ip
uejeibay depey.s) uebuelejod +

uesefejad Ine

ueepesaqay eped yedwepiag

BueA seqaq esepn Buenu |p
uejeibay depeyss) uebuelejsq

uelefejad ueuewesy
UBp UBjeWeasay uexneysadwaw
BueA uesefejad Injy 4+

uelefejad Iy ‘q

ueyngejad

uesemey uebuequebusd

uep {euoisesado ynun

Buens ueyningsy ueyneysadwa

sniey Buef ueyngejad Jepyes 1p

uep wejepip 6uen uejeejuewsad
depeysa) ueselequuad

myepaq buek uebuepun

-Buepuniad uenjusiay uebuap

IENS3S Uiz Jedepusw sniey

BueA ueyngejed uebunusday

yesaep uep ueyngejodeliay

uebunybul yessep

‘ueyngejad
uejeibay nbbuebbustu jedep
BueA ueyngejed uebunuadsy

yeiaep uep ueynqejad
elioy uebunyBuil yesoep

ueyngeed

uesemey uebuequiabuad

uep Jeuoisesado ueynngay
ynjun Bueny uejeejuewad %

ueelepusy uep ‘Bueleq

‘Bue.o ueyessbiad 16eq ebewiap

wejepip buen) uejeejuewad wepeplp buens uejeejuewad uep |euluua) gndijsw bueAh wnwn
depeys) ueselequiad depeyis) uebuelejad + ‘wnw ueynge|ad eueleseld = Jneq ueyngejad ‘e
jne ueynybuy

ilemejuay uenejnday] uajedngey] yehe|ip ISEUOZ UBINJRISY WNW UBNUS)dY ¢ uesidweT ueynfue




len| [ejuozuoy

ueeynuuad yemeq Ip UBSEMEY '}
uep ‘JnonJay

ueexnwiad yemeq Ip uesemey| ‘8
Wwefep |ejuozuoy

ueeynuuad yemeq Ip uesemey ‘p
"ISISuB.}

ueeynuuad YemMeq Ip UBSBMEY ‘O
Ueexe|aosy

eAeyeq ueupibunway uesemey q
sepue| seds| uep

uejelepuad uebueoue uesemey e

sindipw (dOMM)

uebueqiauad |euoiselsad

UBJBWR|9SaY UBSEMBY| BIRPUEQ elepueq ueseme) uebuequiabuad
‘uebuepun-buepuniad uesnjesad uejeibay nbbuebbusw jedep uep [euoisetado ueynngay
uenjus)ay uebuap lensas BueA erepueq uebunuaday ynjun Buen. uejeejuewad
{dOX) uebueqiauad |euoisesado Uelaep uep eJepueq ueelepusy uep
UBjEWR]oSAY UBSEMBY elisy uebunybui| yeseep ‘Bueseq ‘Buelo ueyelsbied iBeq
eped Buen uejeejuewsd wejepip buens uejeejuewsd uesemey uep [euiws) ndijsw
depeuJa) ueselequiad depeyls) uebuelejpg= | BueA ‘wnuwn elepueg eueleseld elepq ejepueg ‘e

eiepn ueynjbuy | ¥




uesemey Bunpuif 1sbuny Jie efep JagLuns sejijeny
uep uebunyBu| ueue)ssjey ebelip nbuebbusw jedep bueh Jie
jedep deja} Jebe iebuns yeAeim eAep Jaquins Jejyas Ip uejeiboy
leyas ip buens uejeeuewad uep Buenl uejeejuewad eAuure| Jie Jiy eheq 1oquing
depeyJs} ueseleqad depeysa) uebuelejod+ | ehep Jaquns uep febuns yekepm + uebuuep waysig
Iy efeq soquing uebupep waysis | 4
2AUIBIDIOS UBSEME)Y SEJIAINE
UBJBWIE[OSOY UBD UBUBLIESY
yodse ueybunyyiadwsw
uebuap IseqIuNWOoX3[e}
Jeouewad eleusws uep 1wng ‘Jesuewad
unise}s ynjun Buen. uejeejuewsad BJeusw uesemey eped ISE)IUNWIoY3je} Jesuewsad ISe)IUNWON9|3 )
depeyJa} ueselequiad ueunbueq uebuequiabuad #« BIRUSJY UBD IUNG UNISE)S ueBuuep woysig
Iseyiunwoyaja] uebuner wajsig | 9
epual se9 lwng sec uep
ueunbueq seysusjuj+4= | uep Ngg uebuue] ueunbuequisd +* nefy exnqJa) 6uens uep neliynep | yeAuiy edid uebuuer | ¢
uebuepun-buepuruad
ueinjesad uenjualoy
uebuap Jnjeip euewiebegqos
166u1 | isiwsuesy Jnjef bueluedas
uebuebs) uebusp Ip seqaq Buens uejeejuewad yuysi] ebeuat
ISIWSUeJ) uebuuep depeua) uebuelepd + yusi ebeus | isiwsuel) uebuuer isiwsuelt) uebuner | ¢
uewe
yesel ueybunjiyladwaw sniey
nieA ‘yusl ebeus; yybuequisd s ybuequiad uejeiboy
Jeyyas 1p bueny uejeejuewad uebuap ueieyapiaq bueh LIS
depeyss) ueselequiad uejelbay depeyia) uebuelejod # (17d) yuisiy ebeus | yybuequiad ebeua] ybuequad | |
ueLsioy uep 161ou3 uebuper wasis | g

lemejuajy uenejndoy| uajedngey] YeAe|ip ISEUOZ UeInjeIad Wnwf) uenjualdy § uendwe - uenfue




BUBOUSQ ISENYBAS UB)eIbay

n66uebuaw uep isejequisw

sepn BueA isenyeas Jnjel Jeyyss

leyyas Ip Buens uejeejuewsad
depeuls} ueselequiad

BUBDUSQ Isenens sasoud
n66uebbusw bueA uejeibay
uejeibey depeyls) uebuesepd

BUBOUS(
ISENYeAd BURJESEId R BUBIES %

BUBUDQ ISENYBAS INjef

aseurelp uebuuel

waysts nb6uebbusw jedep

BA eueseseld g eueles Jejxes

Jeyyas 1p buens uejeejuewsd
depeyla) uesejequiad

3SBUIRIP LWAJSIS UBJBOUR|SY
nB66uebbusw Buek uejeiboy
uejeiboy depeyia) uebueiejod

9seulel( BURIESRId % BUBIES

aseulelp
ueBuuiel waysig

yequwi| Jie eueseseid

9 eueles ys|o n6buebisy

jedep euelese.d 3 BUBIRS JB)YOS

leyyss 1p buens uejeejuewad
depeyls) ueselequiad =

JIe
eAep Jsoquins uep uewynuuad
uejeibay depeyis) uebuelejad 4

yequij Jie eueleseld g BUBJES 4

Yequi|
Jie ueBbupef waysig

ueyedwes.ad eueseseld

9 eueles ysjo nbbuebis}

ledep eueleseid g eueles Jejyas
leyyas Ip Buens uejeejuewad

e
ekep Jaquins uep uewnuuad

ueyedwesiad

ueyedwesiad

depeyls) uesejequiad #: uejeiboy depeyia) uebuerejod BUBJESEI B BUBIES # uebuuel weysig
nbbuebusw Sejueny R sejjeny
BueA eAepipng uejeibay nbB6uebuaw BueA wnuiw

depeysa} wnuiw e ueeipaiuad

eueleseld g BUBIES JB)IYSS

Jlepyas Ip Huens uejeejuewad
depeyla) ueselequiad -

lle ueeipsiuad eueleseld

B BURJES JRINaS Ip ue)eibay

uep Buen. uejeejuewsad
depeyis) uebuelejod 4+

wnuiw Jie
ueeipakuad eueleseld g eueleS

wnujw
Jie ueeipafuad wid)sIg

ueBunybul ueejojabuad eueseseid wajlsig




1219y uesemebuad
yemeq Ip uep ‘uesemey Bunpui|
1sbuny 1Bueinbusw yepi; ‘dejs}
uesen} uebuap yse ynpnpuad
16eq ueyuizipip eAuey nyieA
‘efepipng uejeifay ynjun Buen
uejeejuewad uesejequiad #
weje 6uejuaq yegnbusw
edue) uebuap wefe ejesIM
yniun efuey nyek ‘Buenu
uejeejuewad ueselequiad =

emjes ueningsad
uep uoyod uebueqeauad ‘ueyej
ueeynquwad ‘ueny ueyequesad
luadas uesemey senj uep isbuny
ueybuepybuswybueinbusw
ebbuiyss eAuwalsisoys uep
uesemey ueyninay depeylay
ueyesniad uep ueyeqniad
uexieqebuaw jedep BueA
uejeifay depeyss) uebuesejod
dnpiy uebunybuy
Isbuny ueue)sajey euas ‘eune}
uep eloj} ueuejsajey 'ibojospiy
isbun} ‘yeue) ueyomeay EUSS
ueingnsay nbbuebbuaw ‘weje
Buejuaq nb6uebBuaw buek
Bueru uejeejuewad uebuelejpd #=
Isejobon uednyn)
uep Uejny uesemey sen|
ibueinbuswi 1suajodiaq Bue
uejeibay depeysa) uebueliejpd #

(onoibuepy) nexeq ueiny Jedepia |
:uenyl Bunpuj 1sBun4 4=

yeue} ueingnsey

BIRY|[aWaW uep ‘Ing| 11 1ISsnAul

yebaausw ‘1soss ueyiepusbusw

Jilueq yebasusw ‘ne

e]e} Jnjebuaw ynjun uednpiysy

ebbuefuad waysAs uebunpuipad

1ebeqas yoxod 1sbuny ieAundwaw

BueA Bunpuy ueiny iebegas
1sbunj uebuap uejny uesemey]

Bunpun
ueJnH uesemey| ‘e

Bunpui] uesemey|

lemejuajy uenejnday usjedngey) yeAe|ian ISEUOZ UBINJRID WNW() UBNUR)R) ¢ uesidweTueinfue

Bueny ejod uenjuajey




ieJep yeJ eay
156uia) Buesed Y
Liep J8jaW Q) [BwiUIw
‘lejued yislj IsIpuoy

uep ynjuaq uebuap
{euoisiodosd Bued
iejued uepedwas Jegan

jejued

Iseasya) uejeibay Buelunusw

Buek ueunbueq eduey nyeA
‘ueunBueq ueuipuad uesejequiad =

Iejued
ISealyal uejelboy buefunusw
ynun ueyng bues ueunbueq
ueupuad uebuelejpd -+
uesemey B)}91sa uep ‘sibojoye
IBJIU ‘SBen| uByunINUAW
Jedep BueA uejeibay
enwas depeys) uebuelejod +
eAepnq Jebeo lebegas 1sbuny
uep ymuaq yegnbusw buek
uejeiboy depeyssy uebuerepd

uebuepun-buepuniad ue.injelad
uenjua)ey uebusp lensas eued
uepedwas Jegs| uedejsuad £
IseJge yebaousw
¥NjUN UBENQ INPNAS UEP
jweje Jnpnas uebuequiabuad -
nelly exngla) Buens ynun eued
uepedwsas buernu uejeejuewad 1«

tejued uepedwsas °q

"ISIAD|8) Bleusw sl
Buel ‘loqey ejaiay elenw ‘nbny
‘lsejnbuew; yojed ‘uebuesuad
pnlunjad ueded ‘veebefuad
sod ‘ueleyeqay uejewebuad
sod rpadas wnwn uebunuadey
1Beq 1siwsuel) neje uebuuef
mens uep ueibeq uexedniaw
Buek ueunbueq neje uep
Bunpui) ugyny 1sbuny Buelunusw
ynjun ueynyadip bued
ueunbueq I11enoay ueunbueq
UBYLIPUSLU YNSBULI3) BARPIPN]
ueyelbay depeyls) uebuelejpd #

(ueynfuer) Bunpur
UBJNH uesemey|

ilemejuajy uenejnday] uajednqgey yekejip ISeUOZ ueinjelad Wnw uenjudley ¢ uelidwe uepnfue




Jle
RIRW JR)INSS Ip JaJoW 007
uel-uel uebusp jpwiuiw
lle ejew Jejpss 1eqa

e ejew uep
Jieuejeejuelwad neje juep
Jie ejew ueejopebuad ynjun
efuey nyeA ‘ueunbueq

ueuipuad uesejpquad

1Ngasia} Jie Ejew uep

Jle uejeejuewad neje juep

JIe uepeq ueejojabusd

ynun uiees ueunbueq
ueuipuad uebuesejod

uebuepun-6uepuniad ueinjesad
ueMus1ey Uebuap 1ensas Jie ejew
JE)IN3S UBSEMBY JBQS] UBdR)auad +-
lle uepeq ynjuaq
ueyueyepsdwauw neje juep Iseiqe
yebaousw yMun uejeng JNPNIS
uep 1wee inpniis uebuequiabuad +
nefly eyngss} Buen ynun Je
ejew Jeyyes Buen. uejeejueWwa 4+

neuequIy Eje Jepyds p

Isyadsui uerel
ynun dnyno uexelyadip
Buek 1sjow G}-0| BIRJUE
uewynuuad uesemey Ip

iebuns uepedwas Jeqs 4
iebuns 1da) uep Jaw Q0|
[ewiuiw uewnnuuad Jen|
Ip inB6ueyaq yepn iebuns
yeue uepedwas Jega
iebuns 1ds) uep Jajew Qo
[ewiuiw uewiynuuad Jen|
Ip In66uepaq yepy tesaq
lebuns uepeduwias Jego 4=
Jen|
yereqgas |nbbuej ey uep
Jajow g yejepe |n66uepaq
iebuns uepedwas Jeqa#

Iseauyal 1sbuny

Buelunuatu ynjun sejeqis}

BueA ueunbueq ueyuipip

ledep eyew ‘Iseayol

uewe) iebeqgas 1sbunyuaqg
ebnl 1ebuns uepedwas ejig

Jleuejerjuewad neje juep

Jie uepeq ueejojabuad ynyun

eAuey nyief ‘ueunbueq
ueuipuad uesejequiad

iebuns

Jie uejeejuewsd neje juep

lle uepeq ueejojabuad

ynjun ulees ueunbueq
uenipuad uebuelejad 4«

Ye

uebuepun-6uepunsad ueinjesad
uenjus)ey uebusp lensas lebuns
uepedwas 1eqa| uedejouad #=
iebuns
ueJije uep leBuns uepeq ynjuaq
ueyueyepadwaw neje Juep ISeiqe
yeBaouau ynyun uelenq INnIs
uep lwee jnyniis uebuequiebuad 4=
nefly eyngia) Buens ynjun 1ebuns
uepedwas Buens uejeejuewad 4=

1ebung uepedwag o

iemejualy uenejnday usjedngey yehejipn ISBUOZ UBINjeIdd WNW( UBNJUSIRY G uesidwe - uejnfue




01

WEe BIESIM
uep ‘ueyipipuad ‘uenyjeuad ueeibay
Buelunusw ynjun eAuey nyeA
‘ ueunbueq ueuipuad uesejequad +
WEefe BJesim uep
‘ueyipipuad ‘uenijpuad ymun eduey
Buens uejeejuewad ueselequiad -

Weje elesim
uep ‘ueyipipuad ‘uenijeuad
uejeibay Buelunusw ynun

ueynq BueA ueunbueq
ueuipuad uebuesejad +

"WEee BIESIM

uep ‘ueyipipuad ‘uenisusd
Lep ulejas uejelbay
depeya} uebuesejpd 4

wely ejesip lebeqas
isBuny uebuap Bunpui) uesemey| +

njaL e wejy
eJeSIM UBWeE] ¢

Weje ejesim
uep ‘ueyipipuad ‘uenyauad uejeibay
Buelunuaw ynmun efuey nyeA

‘ ueunbueq ueuipuad ueselequiod
Wwee ejesim uep
‘ueyipipuad ‘uenisuad ynjun eAuey

We[e ejesim
uep ‘ueyipipuad ‘ueryguad
uejeibay Buelunusus ynun

ueyng Buek ueunbueq
ueuipuad uebuelejod #

"Wele ejesim
uep ‘ueyipipuad ‘uenijsuad

Lep ulejes uejelbay

wejy exeng rebegqas

Buens uejeejuewsad uesejequiag depeyJa) uebuelejad $= IsBuny uebusp Bunpui| uesemey) wejfy exens ‘g
1ejoy uesemebuad uebusp Weje ejesim
leleg 1ISQIS URJEWRIDY BIOYNG| uep ‘ueyipipuad ‘uenyauad
pinpnpuad uewnwiad ueleibay 4 | ueleibay Buelunuaiu ynjun yegnu ewseyd
119y uesemebuad ueyng Buek ueunbueq uebuijuaday ibeq weje ueyiunay
yemeq Ip uep ‘uesemey Bunpu| ueuipuad uebuelejad #= uep walsisoya ady ‘emjes ‘ejolq
1sBuny 1Bueinbuaw yepi) ‘dejs) uesen| ‘Weje BlesIm ‘eAey uewebeieyaueay ebefusw
uebuap ijse ynpnpuad 16eq ueyuilipip uep ‘ueyipipuad ‘uenjsuad B1ISS LIy uep Jie ‘yeue)} depeyisy
ehuey njied ‘eAepipng uejeiboy ynjun Uep ulejes uejelbay Bunpuiy 1sbuny ueyieybulusw nIaqIg

Buens uejeejuewad ueselequiad

depeyus} uebuelepd +

3 bl

ynjun Buens uejeejuelad 4

[euolseN uewe] ‘|
wejy eyeng uep wejy
UeLIE)SI[dd UBSEMEY| "3

IEMBJUD uenejnday| usjednqey yeAejip ISEUOZ UeInjelad wnwp uenjuajey ¢ uendwe] - uenfueq




11

Jsuajul

BJBD9S Lieyeq elesim uebuiuaday
16eq ueynuruadip Buek yeiseq+

1edwa)es JexyeieAsew eAUIE| uejelbay

BLSS ‘[BUOISIPEJ} BJEDSS WEe

efeplaquuns uejeejuewlaq uelelfoy

BJESIM BlaS
ueyipipuad uep ueneuad
uejeibay Buelunuaw ynun
ueyng bueA ueunbueq

ueuipuad uebuelejad +
BJesIM BUaS
ueyipipuad uep uenijpuad
Lep ulejas uejeiboy

weje ueue)sajed Ynjun Uesemey

Bueiey

iBeq ueyysjoqsadip buek yeiseq+ depeyls) uebuelejad + ‘Bueiey NQUINIS) UBSEME)] 4 NQuWINI3] uesemey I
uewnnuuad BISNUBW
ueungeyiadyueiuepad uep ueejoxlad uejeibay uejelbay ISBJeqIp Ul UBSEMEY 160j0ab
uejeibay yniun isejeqip uejeiboy depey.a) uebueiejod 4= ‘IBojosb Bunpuij uesemey| 4 Bunpui| uesemey 'y
BUBOUSQ

BUBOUSQ ISediSiue
ueunBueqg ynjun isejeqip uejeiboy 4

isedisnue ynjun ueunbueq

urejes ueunbueq

uep uewpnuuad uejeibay
depeyss} uebuelejpod 4+

eABpIpNg UOU 1[BN03Y
‘wnwn ynjun dnjnya} 1ul UBSEMEY
BUBDUS] UBMBI UBSEMEY]

BUBOUAq
uemeJ uesemey] ‘b

Jisusjul

BJedas Ueyeq ejesim uebunuaday
16eq ueynjuniadip buef yelseq =+

leduwisias JeyeieAsew eAuie| uejeifisy

BL3S ‘[RUCISIDRI] BIRISS Wee

eAepiaquins uejeejueLLIa] ueelbay
1Beq ueyysjoqsadip Buek yeseeq#

ilemejuajy uenejnday usjednqey| yeAejip ISeuoz ueinjesad wnwp uenjuajey ¢ uesidwe  -uejnfue

LUBYEQ BJESIM BLAS
ueyipipuad uep uenjeuad
uejelboy Buelunusw ynjun
ueyng bueA ueunbueq
ueuipuad uebuelejod +-

LBYEQ BIESIM BUAS

ueyipipuad uep uepijguad

Lep ulejas uejelbey
depey.a) uebuelejod
18d1q

ejojebuad uizi jedepusw yejgles

el /siwapeye uenpaday

2UNB 11Bnoay ‘wnuwin ynjun dnjnys)

1Ul UBSEMEY INB| Wele eABpIaguINs
uebunpuipad uesemey| =+

jneq
uebunpuijad g jne
ISBAIOSUOY UBSEMBY °}




1

Seje Ip nqasia) eueleseld uep
‘sejjise; ‘ueleibay ynun eAuey
ueyej 1sbuny yije uesejequiad
Jesaq ueungayad uesemey
wejep eliayad uednpiyay uep
ueungaylad uejeibox Buelunuaw
6ueA eueseseid uep ‘seyjise}
‘uewnuuad ynjun eAuey
nyef ‘uie| efepipng uejeiboy
ueBuequabuad ueselequiad

ueungayiad uejeiboy

uebuap uebungnyieq yepn

Buek unbueqia) neje ueiuepad

-uou eAepipng uesemey
ipefuaw 1s6uny yije uebuelejpd +

njnyep

yiqapa) ueyejobuad Injejaw

edue) yequi uebuenqusd

padas ‘uebunybu) seyjeny

ueyurunuaw Jedep bueA
uejeiboy depeysa) uebuelejpd +=

{asp ‘Buepnb
“yuged) eyesn uejeibioy
Buelunuaw Buek ueunbueg
ueungaylad
eliayad uewpnuwiag
eyesn uejeiboy
Bunynpuad eueieseld
:ys|0
Bunxnpip epss ‘siuales yeply
neje juep siuales ueweue)
uebuap eyesn uepeq (z)
"BUBYISPaS
eueliseld uep eueles ysjo
Bunynpip eyas ‘siualos yepn
neje juep siuafes ueweue)
uebuap 1exesefsepy (1)
: elof@)Ip BueA ueungaiad
edniaq ueluepad uesemey]

ueungaxyJad
uesemey| ‘q

uejny |iIsey uejeejuewad
uejeibay Buelunuaw ynjun eAuey
ISejeqip ueunfueq ueuipusd 4
ueuejnyay edep Jaquins eorIdU
Ueylqejsay ebefusw ynjun uejny
(ISey uejeejuewsad UBSEIRQUISY 4

uejny |isey uejeejuewad

uejeiboy Buelunuaw

ynun uexng BueA ueunbueq
ueuipuad uebueiejo -

{e1ESIM ‘ueyipipuad ‘uenijpuad)
uebunybuy esel uejeejuewsd
‘Jpa[es eieoas nhey

uexnq ueny |isey iquebusd #
(dH) 1s3npoud ueiny

1sbuny uebuap uelny uesemey| #=

Isynpold
uejnH uesemey] ‘e

lemejualy uenejnday| uajedngey yekejip ISEUOZ UBINJRIDG WINW() Uenjuajay] ¢ uendwe]ueynfue]

eAepipng uesemey




€1

% 08-09 Uep < g0 uebuap
uebueseyad ueyg, ueunbueq uejeejuBWAY *
uejeejueWad ¥ uewpjnuuad

Buepas iedwes
yepuas Buen

uebunybuy seyeny
uesununuaw Jedep neje juep

uewynuuad eueleseld

uejeejuewad uewnynwiad seyeny ueyuninuaw bueA iensas yepi buek uejelbay uep eueles uebunynp
seysusiu| | ekepipnq uejeibay depeyis) ueselequiad depeuyla) uebueiejad Ip uewpnuuad uejelboy = | uewnwiad uesemey °
uebunybuyl yesniaw xepn
BueA eAepipng uejeiboy %
{gsp unoel uebunybuyj

‘uebuepuniad ueinjesad
yajo Jne 1p bueA eybuej uey sius|

‘wogq) ueBunybulj yesniow
Bue£ jeje ueieyewsad

yesniaw yepl} buek
dexBuey j1eje uebuap uey!

neje ejoig-e1oiq depeyss) uesejequiad 4= depeyss} uebuelejad = uedeybueuad uejeibay 4+ UBURY LI UBSEMEY] B
1eyesefsew uednpiyay buelunua Buek
eueseseld uep ‘sejijise} ‘uelelbay ¥ynjun
eAuey ueyej 1sbuny yie uesejequiad 4=
juejad 1eyEIRASEW ueinfueyiaq

uednpiyay Buelunusw buek eueseseld

uep ‘seyijise} ‘ueesapsad vewnuusd
ynun eAuey nyef ‘ue| eAepipng

uejeibay uebuequsbuad uesejequiad =

ueluepad uesemey

eped yeseq ueyg| ueiuenad

ueye| sen| uebueinbuad
depeyls) uebuelejod =

(yemes) uebued ueweue)
¥njun ueiuepad uejelbay 4=

uebueq ueweue|
UBIURMISJ UBSEMEY P

Jexelefsew uednpiyay buelunualu Buek

eueseseld uep ‘seyijise} ‘uejeiboy ynyun
eAuey ueye| 1sbuny yije ueseiequiad 4=

1wejad jexeredseul

uednpiyay buelunusw buek euelesesd

uep ‘sejljise} ‘ueesapiad uewiynuuad

ynjun efuey nyex ‘uie| eAepipng
uejeiboy uebuequiabuad ueselequiad #=

ilemejuagy uenejnday uajednqgey) yeAejiAp ISBUOZ UBINJRIDd WNW( UBNUS)RY ¢ uesidwe-uejnfue

uejnluegylag ueluepad

uesemey eped einynynjoy

UBWEUE) uelurpad

ueye| senj uebuesnbuad
depeyls} uebuelejpd =

eAuueye|

Isusjod uebuap 1ensas

‘BANYNYI}OY UBWIBUE)
ueluenad uejeiboy] +

(ueandwed ungay

uep ‘Buepe) ‘uejebay)

BINYNYNjOY UBwRUg}
ueluepad UBSEMEY] =

eIn}|NY13|OH ueweue|
uejuelad UeseMey '




14!

13TvOOVaYS SYaNA

\Qw_,\gﬁzms_ NI E&%&

pL0Z 'L 10T UNYE] 'Sisljeuy Jisel : Jequing

SOSej/wnsey}
ueunbueq neje uejeibay
depeyla) ueselequiad 4=

UeuewWeaY Uep ueueyepad

uejeifioy uep seyl|ise}

depeyls) nbBuebusw Buek
uejeifiay ynjuaq uebuelejpd +

eAuse)jise) ePasS
UBUBWESY Uep Ueueyelad uelelbay +

WVYNVH uesemey -}

yepual
Buen uejerjuewsad
Sejisusju| =

uejnybuesiaq Buel

tsexo| eped ejesim uejelboy

Buelunusw Buek ynun

efuey ueunbueq uewipuad
uep uejelfay ueselequiad =

uenyBuestaq GueAk
ISE30| EPEd BlESIM UBSEMEY
rebegas 1sbuny n6buebbuaw

BueA ueunbueq uep
uejeibay ynjuaq uebuelead

neduwe| esew ueeAepngay
uejebBuiuad snys jueunbueq
depeyss) iseisaide uep ueeleyljalusd +
uebunybu|
Buidwe; eAep uep bunynp efep
uebuap 1ensas ‘|exeledsew eAepng
uep weje 1susjod uebuap 1ensas
‘Ieyelefsew efepng uep weje i1susjod
ueyjeejuewsw Buek ejesim uejelboy

BJeSIM UBSEMEY

eAule)yas
ip ueseme) uebunybu|
sejijeny eped yedwepiaq

‘uebunybui seyijeny
ueyunINUBW Hesnisiu yedwep

“edwales
uenpaday ynun ueyeunbiadip

Jedep BueA uejeiboy ueyuaquiawl jedep Buek BueA uenjegeq siuaf Buequie) ueyeq uebuequepad
depeyis) uesejequiad uejelBay ynuaq uebueiejad#: | ¥mun jedyer uebuequepsd uejelboy) 4 uesemey] 'y
‘uisnpul
eAuie)yas yequij uebuap ueyexaq buek
Ip uesemey uebunyBu| ewejna) ‘uebunybuil seyjeny
sejijeny eped yedwepiaq ueyunnuaw Hesniaw yedwep
1edep BueA uejeibay ueyusquaw jedep bueA 1199y
depeyis) ueselequiad = uejeifoy ynuaq uebuelead 4 UeyeWRI UBp [199Y L)Snpul uejeifoy] 4 uysnpuj uesemey| "f

remejuapy uenejnday uajedngey YeAe|ip ISEUOZ UBINJRId4 WINW) UBNJUSdY § uesidweT uejnfue




yedwep 1buenbuaw ymun uejel ueuey uiy
eped 1sgjaboa ueuaquiad ebnl ueynyenp
uelel vebuuef uebuequobusd epeq  ~

unbueqia)
uesemey eped euesesexd eueles depeyis)
uesejequad undneje 1snquya; swsiueysw
INJeJdW JAUISUISIP UBP JQUBSUI LBUSQUR]  ~
tepewaw buef jeuoibas
e|eys eueles uep eueseseld ueunbuequag  ~
uegjoxad uesemey

1p bunpuy 1sBuny ueBunpuisd
uep Bueny uejeejuewsad depeyis
wnyny ueqseday ueyuaquIay

bueA uefel uebuvef eped eAusnsnyy
Bunpuy uesemey uesen) eAuISNpaJa)

lemejusyy uenenday
usiedngey yekejm yrunigs ay

ele)n lebed nejng
uejejss tebed nejng

nejng denas eped rueg uejep

Jeuoibai

ejeys uejelfoy ueueiejad Jesnd
1ebeqgos repewsaw BueA ueejoyad
eueles uep eueseseid ueleybuiuag
uesemey|

Bueny H 1y uexbuequsbusw
ynjun ebnl uesemey eyyejss

AMun ulejas 1seyabon ueweueus
Bueny Bundwe) eAep

uep Bueny 1sbuny uexymuruad eped
sisequaq buex (uejeifoy ueuehejad

~ 1 uep uebunybuy waisisoye ueyeqrusq  ~ jesep isepodsues; sasye eAugyngqia|  ~ JUBQIS nejng ueunbuequad uep ueBuequabuay
Jnpinijsesyur ueuekejad
veyejesewsad eAubuequisyieg  ~ yeAem euesesesd uep eueles
Jie uedesa) ueye| eAubueinyisg  ~ | ueuekeppd Buminp eep eAueybuiayy  ~
~ uebunybuy weysisoye ueyeqniad  ~ ueejoyiad uesemey
unbueqss} ipelustu uesemey eAubuequioyisg  ~ eJodig nejng

ueye| ipefuaw (ueyny) nefiy eynqis)
ueye| 1sbuny yire uexpeqiebusw

eAubuexejoq yehem 16eq
yieq ueueAerad Jesnd ipefusw ndwew

eley iebed nejng
ueje|ss lefeq neing

nieq uejeibay ueuedejay

uesemey ueejeusd eueoua) UeunsnAusy  ~

bueA dejuny uesemey ueunbuequiayg

$€0T - S10T unye, remejus|n
uenenday] usjedngey yeAe[ipg Sueny ee] BUBOUDY :
S10T Joquiddag 6 :
S10T unye], ¢ : JowoN
lemejuoly ueneindsy] uszednqey yese uenesd

~ BueA ueye| ueeynquied

uejuo],
[e38ue]

: g uendwe]

uep |e1sos ueuefeed eAueipasie |

uejefag lebed nejng

buens ueejeuad eueouas ueunsnhusd  ~ jesnd) ueejoyiad uesemey ueeleudq  ~ BueA ueye| ueeynquisgy  ~ BueA yedeym uesod uejeybuuey  ~ nIRqIS neng jesnd-jesnd uebuequiabuag
dejuny uesemey
Jeyyas 1p epesaq buek [eb6uis) yeisep
-yeJeep uebuequiabuad eAubuociopio) ~
deyuny ueyg| rueq bueA eyesniaq
eped nefly exnqie) Buens iseyoebuag  ~ uep |e66un 1edwa) ueye| ueeynquiad
dejuny 1sexo] tpefusw eAuueye) buek uesemey| Injejaw yessep Buisew-Buisew
1eYeseAsew depeys) Juasul ueueqway  ~ Bueny H 1y uexbuequwsbusw ugnbbunsy 1susjod ueybuequiabusty
1ensas buef ederq uebuap yexeseAsews ynjun ebnl uesemey eynajsa $njun femejusiy ueneinday
epeday dejuny iebegas ueyeunbip Anjun ulefss 1seabon ueweueuay  ~ Jie uedesas ueye| eAubueinyiag  ~ udjedngey yedepm 1p jexeieAsew
bueA ueye| depeyssy ueguebbusy  ~ Buery Bundwe) eAep uep Buen; uebunyBuy walsisoye ueyeqnisg  ~ 16eq nueq uejedwesay eAueyngie] ~
ueymnaay 1sbuny uexnjunuiad eped siseqraq 1epe Yeue) ewejnia) ehweyyas
uep sepue)s uebuap ueyrensasip buek BueA dejuny uesemey ueejeusy  ~ ‘Ueye| ueijwaday eAeiq nueb uep dejuny 1ebeqgas ueyBuequayip
ueejoxysad uesemey 1p uewiynuuad eueles euesyeliq eiedss ueye| ueywaday Mess) eisos ueyeleseusad eAunounyy  ~ Buef yedeym eped yeioep
uep eueseseld uebunynp ueeuesuasdy  ~ veyejeseuad uelesaphusy  ~ (uewrynuuad) uelwouoyasad ueyeybuluad eueydioie]  ~
ISeu0z ueinjessd uemuajey yenwsw uebunybuy unbueqss} ueye) ipelusw 1synposd eAwenjas uep dejuny ejodis nejng
Buef (ueidisysews) esejuswes ueuny Ueug)salay ueyeyssdwsw ueiny ueye 1sbuny yie uexgeqiyebuatu uesemey uebuequabuad 16eq iwouoys ese) lebed nejng eyes() ueye

uep dejuny ueseme)y ueunbuequay




(4

IVAWY uep uexedefoy Ipnis ueeipakuayg
uebunybuy

16eq edeyequaq yepn efibuiyes wsnpul
uejeiboy yequyy yejobuaw ndwew Buek
yequy ueyejoBuad walsis ueeipakuag
ueBunybul ueyneylsdusiu

BueA uysnpur ueyeibay equas Ueeuesualsd

uebunybuy
uee|ojpbuad wass uep yequ
Je ueyejobuad wasis ueeipakuay

ueynuniad yeqniaw buek ‘eAulie|
esel uep ‘uexew jedws) ‘jebbun
1edwa; ueymingay wadas ‘usnpul
elioxad eied seyane uep [nounw Guek
ute| uejelfiay ueyyBueq ueyNquIuB
msnpur seyiane

jeqije uesewsouad uep yequiry

1exyeleAsel euas yeisep
ueiwouoxasad ueyexbuiusus jedep
BueA ueueyuad ; ueiuepad 1opyes
iIsey uejeejuewad mews)je eAuepy
lepyas jexesedsew

ueliwouoys.sad eAujexybulusiy

Qs senreny eAueybuluspy

eleyn ebed nejng
ejodig nejnd
g nejng

ueuexuad
/ ueiuepad ysey ueyejobuad
usnpur uejelboy ueunbuequiag

uebuequiabuad sasoid weep

VAWV uep uesedeay ipnjs ueeipakusy
uebunybui ueyreyedwesw

buek eyesimued uesemey ueeueausiay

Bunpuy

1s6uny nBBuebBbusw yepy elesim
uesemey uebuequiabusd ebbuiyas
ejesim uesemey uep Bunpuy)
uesemey BJejue UBSEMEY 1SEAUIIR(

ejesm uesemey eped

uebunybul; we)sisoys eAunbbuebis)
elesim uesemey Jeljes yeheim ip

epe BueA Bunpuy 1sbuny eAunbbuetis |
EJESIM UBSEME)Y

1e)yes Ip Jie uesewsouad neje 1snjog

BJESIM UBSEME)Y

JeNY9s 1eyeseAsew uelwouoyasad
BLI3S Ueidep uejwouoyasad
uebuequiabuad eAubuoiopsa |

yeJaep weje

eAepiaquins 1susjod eAuuexjeejuews |
yessep ueledepuad

16eq ueyeque) sod eAueipasia |

eliay uetedwasay buenjad eAueynws )

uejejss lebed neing
ete)n lebed neng
ejodis nejng
NBGIS neing

EJesIp Ueseme)] uebuequabuay

veBunybuy ueyneysdwotw
BueA ueyngejad uesemey UBRUROURIRY

qua) ueeliaq jedep

Jebe ueyngejad uejerboy ueinebus g
uebunybull uewssusw

tedwes uebuel sebe Buedwnuad uep
Bueseq jenw Jeybuoq uejeibay i6eq
lepewsw BueA sej|ise) uewaquiay

[BISOS HIjuoy

Bueseq Jenw Jexybuog

uejetboy Jeqe ueynqejed uesemey
1e3yas Ip Jie uesewsouad neje 1snjo4

Yessep ueiwouoyasad
uebuequabuad eAubuolopia|
IeMBjUB

uenejndsy usjedngey yeAenm yrunes
9y Ing| Isepodsues; sasye eAueynqis )

g nejng
esodis nejng
uejeds ebed neng

ne7 ueyngejpd uebuequabuag

uebuequauad isesado

UBJELU|S3) UBSEMEY UBBUROUISY
uebunybuy veygeysdwoaw

Bue£ eiepueq uesemey ueeuesusiag

BJepueq uesemey

uebuap uejexepiaq yepy Jebe
uewnnuuad uesemey 16eq buens
ueyynjuruad ye.el uesejequiay
vewynuuad

uesemey uebusp uejexapraq yepn
Buex esepueq isexo| uejedwauay

elepueq Jeyas Jexeleisew
undnew uebueqauad uejeweasey
Biepue(q Jeyas jexeleisew
nbbuebuaiw buek eiens isnjoq

Liesoep uejwouoyasad
uebuequisbuad eAubuoiopia)
IEMEJUB}Y uene|nday

usjedngey| yeAem yrunjos ay

efepn 1sepodsuen sasye eAueynqia )

nusqig nejng
eJjodis nejng
ueje|ds 1ebed nejng

eiepf Jepueg uebuequabuad

uesemey 1exed wefuid uizi uenfebuay
uejef uefuuel

ueunbuequad uelg Jasel ueunsnAuag
Bunpu) uesemey Injepw

Bue£ uejef Jopuoy Bueluedss 1p unbueqsa)
uejeifiay ueunbuequiad uesejequiay
ueBuequisbuad sesoid wepep

IVAWY uep uexehejoy Ipnjs ueelpakuay
“eJepn uep esens isnjod

Bunpuy

uesemey Injejow BueA snsnyy
©ieo9s uefef uebupel ueeueousiog
uebunybuy ueuelsajey siseqiag
BueA uejel ueBuyef ueeuesuasay
ueurzuad uesejequad

Bunpuy uesemey injefow

BueA uejel uebuyef bueluedss

1synposd

ueny uesemey yefequaw / buojowapy
uere! uebuvel Jeyyes yedem ip

epe Bue Bunpuy 1s6uny eAunbBuebis |
BSunpuy uesemey ay ynsew jedep

BueA ueje! Bueluedas 1p ueunynuusd
uejeiBoy eAubuequayiaq noewspy
Bunpuyj uesemey injejBW

ugjedngey

yekeim yninjas ay yekeim ueueejad
sejjisey uebuequrabuad eAubuosopio |
yedejm

ueiiouoyssad eAubuequiayseg
IBMEJUS|Y

uenejnday ustedngey yedem wejepip
uejeiboy ueuekejad jesnd eiejue
uebungnuaiey sasye eAueynqua |

eJjodiS nejng




137vO9ovavs svan

\

IVMYLNIN NYAYINd3N 1Lvdndés

1102 ‘Sisieuy fISeH . iequing

" [euoiseu uebuuel ejsas eueies
uep eueseseld uebuequisbuad ibeq 1sexo|
uep jesesesew uewnuuad ipelusw
yepns iu1jees Buek isexol-sexo| ieq
Snshyy eucz ueseipadusw uebusp Jusqig
JBUOISEN UBUIR| LESEMEY| ISEUOZ M3IADY

JNUSqIS |RUOCISEN UBWE ) UBSEMEY
We(epip JexeseAsew epeday
Jisuajur yiga) bueA ueeyspuad
Uep ISeSIBIS0S UeeueSYE|9y

uegel

uebuuel bueluedss nieq uebuepejiad
uep uewninuusad sepARye eAunsunpy
JeuoisEN uewe ] uesemey

1s6uny ueibeqas eAunbBuebis |

1sepodsues sosye uep

uejeyssay ‘ueypipuad ‘wnwn ueuede)
yajosedwaw uejedwesay ueejelsway
|RUOISEN UBWE | Wejep jeyesedsew
ueessjyelosay eAueybusy

nIeqis nejng

[euoISeN uewe )
uesemey wejep ueje uebuuel epas
eueles uep euelesesd ueunfuequag

uebueqwabuad sasoid wepep

Bueni 1sBuny




